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;Salah sauu_ embaga, kenegaraan pe—ff.

ngemban fun931 kapolisian adalah
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H: nggara, Apablla dl tlnjau darl Sudut “fllsaaat kepmllslan“

”ﬁfidéh “hukum tata negara, : maka TungSl kepollslan ltu mempu—

' ”Fung31 kepcllslan adaiah merupakan salah satu fun951

'ﬁgkenegaraan yang selalu harus ada daﬂ dlhutuhkan dalam suat

TFHQé* pengertlan sebagal Fun951 tentang "pengauasan dan pe

"f nert1baﬂ._ Dl dalam praktek gerak kenegaraan,.run951 penga ; 1

'“fuasan dan pmnertlban 1n1 telah dl 3abarkan dengan luas seka;; 

'i ll dalam barbagal peraturaﬂ perundang—undangan..
Smjarah kenegaraan menunjukkan ‘kepada kita bahﬁé;h
' fungsl kEDOllSlaﬂ lml.merupakan'penékhususan dari fungsi;pé  '
-Tmerlntah atau ”Fun951 eksekutlf :Seﬁingga*tidaklah mengﬁéi?J
rankan apabila sejarah gerak ketata-negaraan Republik Indo—f
nesia telah membuktikan bahua fungsi kepolisian tidaklah?
 tarpusat pada satu lembaga POLRI saja, akan tetapi tersebar .

ﬁada berbagai lembaga kenegaraan lainnya. Namun fungsi ke-..

pOIIsTER gebagail wmatra adalantetap - berada pada Tembaga Pul”
ri saja.
Penulis melihat adanya perkembangan penting dari

fungsi Polri sesudah di masukkan dalam wadah lembaga ABRI

dimana Polri mempunyai fungsi selain sebagai pengemban fung




Palr_

_mfsnbagaz kensakuenslnya; maka-

"f~menghadapl segala permasalahan dl bldang pertahanan kaaman'
-fffan n@gara Republlk Indan851a.~ f |

Pertahanan keamanan nagara menurut Undang~undang ND

" ;120 tahun 1982, dllaksaﬂakaﬂ dengan SISHANKAMRATA. | “Hal lnl' o

'7 akan turuc serta sacara aktln_ dalam' dlnamlka“ garak ABRI;

Llekandung maksud untuk meuujudkan kekuatan daya tangkal da—if:.

 3frl segenap kekuatan kmmponen komponen: pertahanan keamanaﬁfiQ

.  negara terhadap serangan nyata dari luar._f Kedudukan Polri ﬁf

' d1s1n1 akan terllbat dalam masaiah "Sengketa Bersenjata" awf*?'

'tau "Perang“ yang menyangkut "Hukum Internasional humamlter";f

~atau "Hukum Sengketa Hersenjata.," Untuk ituleh maka penu—_iu

lis memilih judul tulisan ini yaitu : "SUATU TINJAUAN MENGE

NAT TUGAS POLRI (FUNGST KEPOLISIAN) DALAM KAITAN DENGAN UN—'f

nyg nNnnmr B 20 L AR 1982, DAN. BELUKUM. SENMGKET A R?QQFNlATA

]

B.. Maksud dan tuluan

Penulisan ini di maksudkan untuk mendzlami masalah

tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam kaitannya dengan Un-

dang-undang No.20 tahun 1982 dan Hukum Séngketa Bersenjata.




'5?S@dangkan yang mengadl tujuannya adalah_untuk turut memberl

mbanganfpemlklran'fdalam pengembangan_tugas Polrl (rungsl

"sanjata.Jlka 1ndonesza t

.'i ¢;::. Nethode pen l;;j1 L.
e Nethcde penel#tlan yang dlpergunakan..ﬁe&qliS dalaﬁ?;?
:menyﬁéun tullsan 1n1 adalah methﬂde hlstorls; éhaiiéis.dénjﬁ*
'perbandlngan darl praktek tugas Palrl (Fungsm kegollslan)da;€;

lam negara Republlk Indones;a..:ﬁz

D." ..Ruang l;ng#up dén 51st1mat1ka-
e Tugas Polrl (Fun951 kepollslan) di bldang pertahanan: ”
keamanan negara akan d; hadapkan  kepada suatu kontek yang .
éangat ;uas, antara lain : Dalam masa sengketa_bersenjata,
'_pehqnﬁukan'pada hukum_pefang, ﬁisamping_tugas murni sebé—_ j
géi éiét.hegara.penagaknhukum. Karena.ruaﬁg lingkupnya saw.
ngat luas, penulis merasa perlu untuk membatasi diri dalah
mengadakan penelitian dan banya térbatas.kepada.masalah_kaﬂ
tek'ahtara tugas Polri (fungsi kepolisian) dalam hukum seng

keta bersénjata. Karena itu pembahasan kita di batasi pada:

1. Tugas Polri {(fungsi kepolisian) dalam penjaba
ran dan wewenang menurut Undang-undang No.13  tahun
1961 di kaitkan dengan peraturan perundang- undangan
lainnya.

2.  Pelaksamaan tugas Polri (fungsi kepolisian )




Jf takan ,”"Sekalapun langlt akan runtuh béda  §finéipnya di

"1;suatu negara hukum,aJhukgm harus dltegakkan (flat JUStltla
1" Y A4 :

'eruat coelum)
DlSlnllah tlmbul suatu tantaﬂgan bahua hukum muanlf:;}”

';;diﬁéna.saja, dalam 1lngkungan dan s;tuasx yang bagalmanapun  ¢ .

'fguga, tarmasuk dalam keadaan sengketa bersenjata. DlSlnllah;f

 tu9as Polrl (fungsz kepﬂllslan) dlharapkan tampil dalam gi-

s ftuas; darurat atau daﬂgan perkataan lain bahwa dalam sengkeaiJ 3

ta bersenjata tugas Polri {fungsi kepolisian) harus ada dar . o
~tetap di butuhkan.
'Dengan demikian makz adagium yang menyatakan: ”Dalam_ii_

perang akan lenyap segala hukum {Inter Arma Silent Leges),”

adalah tidak benar, karena kanyataan telah membuktikan ban-— ;f

wa perangpun membutuhkan adanya hukum, Mal ini dapat kita .

lE Y Kanter,S5H dan 5.R Sianturi, SH., Hukum Pidana
Nlllter di Indon931a (Jakarta : Penerbit Alumni AHM-BPTHM,
19817, p. 24.




© linet dari adanya perkembangan

;ﬁhukum perang,u 1? i

”::adl_hukum_perang aéhg}ﬁéfié#

'*769é'é¢hégéiibééikﬁég_;fi**

”Tldaklah benar séma sekalli angqapan kebaﬂyakan
_~__orang bahwa dua pengerﬁlan ini: perang dan hukum,me’
. rupakan.dua- pengertian yang tlada sangkut paut yang!

satu; dengan yang lainnya, atau ‘bahwa.  dalam perang;if
'3lenyap segala hukum seperti dlgambarkam dalam perlm; gi

'Fnbahasa Romawl Inter Arma SllEHt Leges.ﬂ 2

Untuk memudahkan' ﬁaiam pembahasan,_pénulis menyusuﬁ; f'

151stemat1knya sabagal berlkut

BAB ﬁPENDAHuLUAN

=1
[

BAB 11 : FUNGSI KEPOLISIAN

BAB III1 . : KEDUDUKAN POLRI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB . TV

TA BERSENJATA

KEDUDUKAN POLRI DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI KAIT—
KAN DENGAN BIDANG HANKAMNEG ~ DAN" HUKUM "SENGKE-

BAB Y :  KESIMPULAN DAN SARAN

ZPraf. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., Konvensi-konvensi

Palang Merah tahun 1949 (Bandung:

Do Ja

Penerbit Binacipta,l1979),




KEPOLISIAN

*f7ﬁeﬁﬁértléhfistiiﬁhf¢5l13i57

”Banyak pafa sar}éna.méﬁpun ﬁara ahil._teiah”meﬂgadé;
'ﬁikéﬁ panellulaﬂ terhadap 1stllah PDllSl,. haéél yaﬁg-dlperg;
?fleh darl penelltlan 1bu menunjukkan adanya parsamaan tenm;_i
.' 'tang 1stllah 901151 berasal darl kata kata Yunanl Kuno yai;f ;

:?tu "P011t81a

' Dl Romaul ada.juga kata “PDlltla” dalam bahasa 1atlﬁfff
' dlduga bahua kata polltla ini berasal darl kata politeia d11f€'
atas.. Yang menjadl pegangan darl dugaan tersebut adalah su ¥
 _'atu kejadlan ketzka Rumaul mengadakan kadz?;kas; hukum yan9 _
'pertama sekltar ~.450 SN, dlmama bahan«bahan hukumnya sebaw {;,
fglan dl ambll dar;.Yunanl. Dalam pengambllan sebagian ba-
han-bahan hﬁkﬁm Yunani itulah kemungkinan kata politeia ter B
bawa Jjuga ke Ramauwi.
Pada abad ke 14 - 15 terjadi resepsi hukum Romawi di .

Eropah Barat, dengan demikian maka 1stilah politia ini men-

. PR ! 3 1 ) o o IR [ = B,
raulTTregrserarpuTeRepa e oehgSaesan e o oAy oa Taurees

masuk juga bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada waktu-waktu

lDrs. Subroto Brotodiredjo, SH., Polri sebagai Pene-
ak Hukum, dalam Prof. Djoko Soetono, SH., ed, Guru Binandi
ta{Jakarta:lLembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,1984),p.530.




Indone51a

:I?tllah "palmtema“ Pada..aaman Yunanl Kuna memPU”Yal:

*:prengertlan'yang selaiu berkembang, semula 1stllah 1tu me_‘
"fnyal pengertlan bahua seseorang adalah 'uarga negara kcﬁ:.a.E
'3Athena, tapl kemudlan berobah dan mempunyal pengertlan seba:@“

':_: ga1 Kota,.-selanjutnya mempunyal pengertlan sebaga; "semua*ﬁﬁ

' _usaha kata,U dan; pada akhirnya lSullah p011t91a mempunyalff 

7:pengertlan sebagal "semua usaha dan keglatan negara

Pada ahad ke 18 dl P@raﬂClS ter38d1 perkembangan da;ff 
.flam DEHQELblaﬂ 1stliah pollce (lelSl) yaltu dengan terjadlﬁQi'
._nya deffsren51831'-fun931] kenegaraan menjadl_ lima fungs; ;:
-ﬁyang dlpegahg Oleﬁ llma lembaga kenegaraan.._ Keiima fungsi; ;’
' kanegaraan t@rsebut adalah : (1) Fungsi diplemacie" (dlpioma ; 
:31); (2) Fungsi defencme (pertahanan); (3) Fungsi financielg
.(kﬂuangan), (4) Fungsl Just101a (pengadilan) dan (5) Fungsi
pollcle. Fung51 ke lima od L VLE Departemen Policie., Is- :

3 1mn “pniwrap" disini mempunyval pengertian sebangai  YSigh-—-

erheitspolizei (mengusahakan rust en orde atau menjamin kg

amanan negara) dan YWohlfahrtspolizei™ {membantu masyarakat

ZKombes.Pol (Purn) M, Karjadie., Polisi~Status, Tugas

Kewajiban, Wewenang (Bogor : Politeia, 1976), p. 11.




;ﬁ%ﬁye;énggaiékéﬁfkéﬁakhgréh) Namun hal ind dengan muncul—

'JLocke, Hous"

: maka 1st11a

engertlan Slcherhelz39011251 da

.” anthahrtspol1ze1 di'rangkumfdalam fun951 ekseku»lfSS

LBy Fungm '_ge'pél'ijsian
Dz atas telah dljelaskan bahua pengertlan ‘istilah pa.?f.

 -1131 adalah sebagal fungs; atau tugas. Dalam kenyataan SEmff

,.harl harl lstllah pﬁllSl 3uga mempunyal pengertlan sabagal:;_,

f: lembaga yang mengemban suatu tugas (Jadl dalam hal ini pﬂll L

"551 ssbagal LENBAGA). -Dengan-demlklaﬂ istilah polisi »ersem;}:.

but mempunyal dua pengertlan yaltu. {1) Polisi sebagal fung_
'51 (tugas) dan {2) Polisi sebagai lembaga, Untuk itu klta "

lihat pendapat Ra Seno Soehardgo sebagal bherikut;

101eh karena alat kekuasaan kepuilszan (dalam penger -

tian sehari-hari disebut polisi)} diciptakan untuk
menjamin supaya penduduk patuh pada hukum, Jjadi ha-
rus mengamat-amati terlaksananya hukum, maka seba—
gai hakekat bahwa hukum mempunyal sifat paksaan, ma !
na sesungguhnya dari tugas polisi ialah mengawasi
(toszicht) dan jika perlu memaksa (duang). Dengan
keterangan di =tss jelas agaknya, bahwa perkataan
"alat kekuasaan kepolisian” tidak merupakan suatu
pengertian tunggal, melainkan suatu pengertian majz
muk (samennoesteld beorip), akan tetapi dalam pe—

ngertian sehari-hari kedua-duanya disebut dengan nz
ma persamaan POLISI, sehingga perkataan polisi yang

3prof. Padmo Wahyono, SH., Indonesia Megara Berdasar
kan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), pp.l44~145.




ﬂ;f}sudah dlkenal Dleh chalayak ramai. sesungguhnya me
:*1}ngandungz dua arti.yaitu polisi sebagal 'alat negara
ve rgaan)dan_ 11 1_sebagal tugas(?unctle)é

” manan negara);dan sebagal ughlfahrtspollzal (membantu masya

”7 rakat menyelenggarakan kemakmuran) Kedua pangertlan lnl

'Tw{lah yang merupakan ciri khas darl "fungsm kepollsian wpada_ﬁf;
.? :’maktu ltu (pada abad ke 16) . | |
Pada abad ke l? fung51 kepallslan .ﬁalam pengertiég;fﬁf
“”  d1 atas mendapatkan sorotan_ dari para 1llmuuan, S@bagaimanéfffi
53ﬂ1 uralkaﬂ uleh Drs. Subrota Brotcdzredgo, SH sebagai beri%iAf
"kut," ' . .

oM, ... ‘Senrang guru besar dalam hukum tata negara di .
Gottingen (Jerman) bernama Johann Stephan Putter me i
nulis "Institutionesiuris Publici Germanici dimana.

: ia berpendapat bahwa tugas polisi sebenarnya adalah

- usaha mengelakkan bahaya yang mengancam, sedangkan ..

. 'so0al kesejahteraan bukan tugas sebenarnya dari pada .
‘polisi. ... pendapat Putter di rumuskan oleh Carl ™ -
Gatlieb Svarez, salah seorang juris Jerman .yang ter ..
kenal dan kemudian di masukkan dalam Undang-undang
Pokok ... Prusia tahbun 1794 sebagai pasal 10 Bagian
II Titel 17. Bunyli pasal imi ialah : Tugas peolisi =
adalah mengambil tindakan-tindakan yang periu guna. =
memelihara ketentraman, keamanan, dan ketertiban

~umum - dan guna menolak bahaya yang mengancam umun:
atau perorangan.' b5

45, Seno Soehardjo., Serba Serbi tentang Polisi (8o
gor: R. Schenkhuizen, 1953) . 10.

5

Drs. Subroto Brotodiredjo, SH., Gp.Cit., p. 331l.




Selangutnya Subroto manjelaskan pula tentang pengerm'

o tlan fung51 kepsllslén'

dl negara—negara Anglo Saxon dengan“

menga’akan,

UTugaS kepollsl__ sakarang pada umumnya“sécara smng—z
~kat.‘di. rumuskan’ sebagal memelihara keamanan dan ke=—
. tertiban umum. Di negara-negara Anglo Saxon tugas

. tiban (law and order) yang artlnya sama dengan rumu'a

- san. dl atas." 6. . : . '

Uralan dl atas menunjukkan bahua Fungs; kepollslan  §
 mengalam1 pmnyempltan dalam paﬁgertlannya yaltu terbatas hé*'

_:nya kepada Slcharheltspollzal sebagalmana dz rumuskan oleh

'3 S Putter yaltu “usaha mengelakkan bahaya yamg mengancam._ .

Loini diorumuskan sebaga; memelihara hukum dan keter-gff[

maka dari itu dapatlah_dzmengartl kalau para sarjana.J 

dan para ahli merasa perlu untuk mengetahul "hakekat" dari
fungsi kepolisian. Dalam usaha ini mereka meizhat fungsi
kepolisian itu dari sudut filsafat kepolisian. Untuk ini
Kombes. Pol (Purn) M. Karjadi telah memberikén Qraiannya me
ngenai hal itu sebaga% berikut;

"Gambaran atau perasaan seperti inilsah yang mereka
identikkan dengan polisi, dan hal ini memang tidak
jauh dari pada kenyataannya bahkan ‘amat tepat, oleh
karena dalam filsafatnya berdasarkan pesnelitian pa-—
ra ahli hakekat polisi itu adalah "kontrocl" yang ar
tinya memang "pengawasan dan pengendalian” terha-
dap perihal yang tidak beres.™ 7

®Inid., pp. 532-533.

Tkombes. Pol (Purn) M. Karjadi., Polisi-Filsafat dan
Perkembangan Hukumnya (Bogor : Politeia, 18978), pp. 50-51.




:”qj?"Bldang—bldang yang menunjukkan kenyataan adanya ne»;
-gara-adalah: dimana negara itu, sebagal 1.;.1;erungse;mhe=

BRI R - yaltu ‘adanya: l: fun951 pembentukan lembaga nega;4ﬁ; .

. ra-tertinggi  (MPR); ... 10, fungsd ‘pengauasan dam
:jfpenertlban (politiocnele functle) e.s fungsi-ini ba— -
nyak. o yang mengemban tidak hanya pada - polisi saja,

. pengawasan’ pada. warga. negara 1tulah yaﬂg berada pa—fTV
2 :da PDilSl." 8 ﬂ : ae _ . _ e '

Darl uralan uralan dl atas apakah 1tu uralan darl R,ﬁ*;'

Seno Soehardjo, Kombes._PBl (Purn) M. Karjadl maupun Prof.

.:Padmo Uahyonc, SH, panulls meiihat ada persamaan pandangan, :

.bahua Fungsm kepollslan itu paéa hakekatnya adalah "pengaua-if

'san“ yang d; dalamnya mengandung pula adanya fungsi pengenw ”
‘dalian dan pena:t;ban. | .
o Menarik untuk di caﬁat yaitu pendapat dari R. Seno
Soehardjo tentang fungsi kepolisian ini, dimdna beliau me-
“ngemukakan bahwa fungsi kepolisian itu mempunyai dua sifat,

yaitu sifat mencegah dan sifat memberantas, 3Jifat mencegah

{preventif) dimaksudkan sebagal menjaga jangan sampal terj=z

aProF. Padmo Wahyoneo, SH., Sari Kuliah Implementasi
Pancasila (di PTHM-VI} (Jakarta : PTHM - VI, 1985 - 1988),
P. 45,




”"fﬁ”Fun951 pengauasﬁﬂ" YaﬂQ d;emban olenf

 ~f tu, tldaklah t?mbul dengaﬂ seﬂdlrlnya sebagal aklbat dar;;

ﬁﬁ;;sl,'aﬁaﬂ tetap“

”: mharus dltentukanf terleblh dahulu' ﬁéﬁgah]hyéfa dalam suatu;gf

fundang undang.: Hai ini memang Selayaknya karena hukum atau’

: ﬁﬂundang uﬂdang adalah untuk nemberl Jamlnan dan perllndunganfff*'

"f terhadap para uarga negaranyrzx..-9 Bemlklan penjelasan darl R. ff: 

. Senp_Soehgrdqoﬁ'f__: 

:C,'7-:_Fuhgsi,kepolisian sebagai Fungsi kenegaraan

Sudah dl gelaskan bahwa munculﬂya fun951 fungsi kene'

::garaan dlmulal pada abad ke 16 di Peranc*s, dimana terdapat .-

‘ada lima fung51 kenegaraan_pada bernagal "Departement atau
lembaga tersendiri. Fungsi policie (polisi-kepolisian) itu
lah .yang dipegang ocleh Departemen Poiiéie pada waktu itu,
kemudéan_muﬁﬁul tokah=tokoh kedaulatan rakyat di antaranya.

g mnmporbmnsﬂr:n T1nr—! Funnq‘; kenanarcs

srohadat ;vnuuuc..wqd.:.u'u S
an yaitu : (1) Fungsi eksekutif; (2) Fungsi legislatif; dan

(3) Fungsi judikatif. Fungsi kepolisian pada waktu itu te—

QR. Seno Soehardjo., 0Op.Cit., pp. 20, 25-27.




cpollslan.;

 rangkum mengadl satu dalam fung51 eksekutlr.}f

'fUan Uu1lenhoven membagllfUHQSl“aUﬂgSl negara menjadl

Fun951 1n1 dl maksudkan untuk'mengaua51 agar ke_

ﬁ- fft1ga Fungs; yang 1aln blsa berjalaﬂ dengan balk,_ 

. . Dl Amerlka Serlkat F 3 Gaodnmu dalam bukunya "Campa;;f3;

ff:rétlue Admlnlstratlue Lau 1902" memperkenalkan tentang adaw;;f'
':nya dua Fungs; kenegaraan yang 'dlsebut "Dychotamy" yaltu;;;"
(1) Fun951 pollcy maklng (menentukan kebljaksanaan) dan (2)_f

'_Fun981 pcllcy executlng (pelaksanaan)

Dalam gerak kenegaraanf yang dl dasarkan kepada Un;iﬁ

_dang Undang Dasar 1945 telah diperkenalkan adanya 12 fung—

si kenegaraaﬂ yang menurut teori disebut negara sebagai ULr"

'-kungselnhelt yaltu negara sebagal organlsa31 untuk bekerja-— -

. sama dalam menyslenggarakan kepentingan bersama. Fungsi k§¢; 

hegaraan yang 12 itu sebagail berikut;

1. Fungsi pembentukan lembaga negara tertingogi;

2. Fungsi pembentukan UUD dan GBHN;

3. Fungsi pembentukan lembaga tinggl negara;

4, Funosi pembentukan peraturan umum;

2. Fungsi pelaksanaan program-program kenegaraan;
’ 5. Fuﬂgsi kehakiman yang bebas;

7. Fungsi kepenasihatan kenegaraan;

8, Fungsi penentuan anggaran dan belanja negara;




Fung51 pengauasam keuangan negara,

Fungs;-pengauasan dan penertlban (polltlone-

Fungsl pertahanan keamanan n351oﬂal 10'

Dengan uralan uralan dl atas, penalis bermaksud un—T 

~tuk.menun3ukkan banua fun951— run051 k@negaraan.w;u SELaAu i;;:"
berkembang dengan berbégaz xelemahan ~kelemahannya bila dlll;i;ff
rhat darl kaca mata ”falsafah negara” bangsa Indonesia. Se~1f .
'3 ”part1 dalam Trlas Polltlka, tldak ada fungsi kepama51hatanffi_
 .qan'di anta;a_fun9sifFung$i itu.tidak_beleh membaur. 'KemUw ; ‘

. dian:dalam dychotomy masalah.yaﬂg muncul adalah dalam fung-

»

si jud;katlf ”diSana kedaulatan rakyatlah vyang dikukuhkan

.untuk menentukan :keadilaﬂ sehingga rakyatlah yang menjadi

juri (haklm)

Gerak kenegaraan Republik Indonesia telah memberikan
adanya 12 Tungsi kenegaraan. yang di dasarkan kepsda Undang-
Undang Dasar 1545, yang di dalamnya terdapat fungsi kepena-
sihatan, fungsi kehakiman yang bebas, dan juga di antara
fungsi-fungsi yang ada dapat bekerja-sama dalam menyelengga:

) P | PN

Tl by e 1 y | bt k. o, ) .
ST T PR e S L A= [R5 g o S ) Ly e g e i} FaiTH UL e o Uai s
uraian-uralan di atas adalah bahua dalam suatu negara gipsr

lukan adanya berbagai fungsi kenegaraan yang dapat beskerja-~

1G@rof. Padmc Wahyono, SH., 0p.Cit., ppo. 42-45,




Iesamé dalamjmenyelenggarakan kepentlngan bersama.~ '

‘ ffﬂgan perkataan 1a1n bahua Fun951 kepoll8laﬁ adalah

t‘;’wasan" dalam pengertlan."polltlonsle Tunctle. _'.f'

f t1e) 1n1 m@rupakaﬂ salah satu darl fun951 kenagaraan.- ?Uhé

" tuk 1tu maka dapatlah dlkatakan bahua Fungsm kepollslan ada:;f_ 

' lah merupakan salah satu .un951 kenegaraan dl :nggarauﬁepuf o

ITf“bllk Iﬁdonesla._f“f.

| D.-' Salah satu lembaga kenegaraan pengemban fungsi kepo~ f  

5 llSlan di negara RI adalah POLRI.

”;”Pada_bagian—bagian terdahulu sudah di singgung bahwa. .
.Fungsi kepmlisian adalah merupakan fungsi kaﬁegaraan;“”'ai-ﬁf“

-‘samplng itu juga telah di s;nggung bahwa fungsi kmpolisiaﬁ- 

sebagal fun951 kenegaraan itu terdapat, pada berbagai lemba—

| ga yang mengembannya. ‘Penulis melihat bahwa Prof. Padmo.

Wahvono, SH telah memberikan uraianmuraiannya. mengenai hal

f k1ta mengetahul bahua Fun951 "pengauasan"ﬁ(polltlonale Funcf

itu dengan menunjukkan herbagai peraturan perundang- unda-—
‘rigan yang mengaturnya.
Disini penulis akan menunjukkan penjélasan Prof. Pag

ma Wahyono, SH sebagai berikut;




'"Darl uralan tersebut 3elas bahua run951 p01131 meru
'ngakan pengkhususan dari fungsi eksekutif atau kekua
“Hisaan Demer;ntahan.: Kekuasaan: pemarlntahan dl Indo'
esi i .dalam sistem’

i : si ‘3 lelSl, dan darl K
katentuan_yang iadal 3elasfpula bahwa staats _
S lelSl'tldaklah berada pada satu’ staatsnrgaan poll_
".sl,'melalnkan pada beberapa alat perlengkapan nega—
' ll . “ L :

Dalam baglan laln, klta temukan iagl pandangan bEMf

liau tentang Fun951 pol;s; 1n1 sebagal berlkut,f

"Dlsamplng pengauasan pengauasan

“‘yang terumus dalamp_* 

~dikemukakan pula

Undang Undang Dasar 1845
“suatu . pengawasan fungsional yuri- .

.dan penjelasannya, dapabt .

“'dis (ketata pegaraan).

“Yang dimaksudkan disini ia-—:

"~ 1ah pengawasan- sebagai fuﬂ951 kenagaraan yang lazim"
”3nya mengkhususkan diri dari fungsi eksekutif, fung—
si ini .dalam teori disebut "fungsi polisi,® Juga gdi e
“negara. Republik Indonesia diakui adanya fungsi ini-:

seperti nampak dalam lembaga-lembaga: Inspektur Jen

‘deral Pembangunan yang mengawasi jalannya pembangun._Q 
can; . Menteri Penertiban Aparatur Negaraj; lLembaga KGE ;”

" kamtib; Lembaga Inspektorat 3enderal dalam Departe— -

_“meanepartemen, tembaga Kepolisian yang menangani -

- masalah Kamtibmas; Lembaga~lembaga Kepolisian Khu-— -

. B5US (Polsus) dil. Masalah utama dari pelaksanaanm @
tugas pengawvasan dari lembaga-lembaga tersebut di s
atas ialah bagaimana tata-caranys merska melaksana
kam tugas-tugasnya. 01 dalam negara vyang perdasar

atas hukum,

wasan tersebut terangkum dalam hukum acara.

maka tata-cara pelaksanaan tugas penga-—
Selain

harus di sesuaikan dengan sifat-sifat”

lembaga "yany

mengadakan pengawasan sesual
ruang lingkup yang ditentu
periy diperhatikan pula

nukum acara

dengan ksuenangan dan
kan oleh undang~ undang
sesuail dengan

bidang peradilan yang menangani masalah yang diaswa—~
SYTE T P (perselisihans

'5::-.;...;'_.._.;4 ﬁc:hwm'loq;;]gn

1ﬁm arnd i

Py

nya) masalahnya.' 12

1
1"Pr01a

12
(Jakarta

Padmo WJahyono, SH., Op.Cit., p. 150.

Negara Republik Indonesia
$132-133,

Prof.
Cv.

Padmo Wahycno, SH.,
Rajawali, 1982), pp.
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'TfBABfIIrT*-f'”

KEDUDUKAN;PGLRI DI NEGAﬂA
“*REPUBLIK“-ENDouuszA

"1 Perkembangan lembaga Polrl daiéﬁ”'dinamika kegiaténz

*f ffkenegaraan R@publlk Indones;a.- '”T

*:Dalam 5838rah ketata negaraan RI, pernah terjadi ber

“'77lakunya tiga. UBD yaltuf: (l) UUD 1945 (2) Konstitusi RIS,“W

:” lah satu fungsm kenegaraan' yang dlemban Polrl, maka dalam

e periqde—periode_berlakunya_ketiga LUndang Undang Dasar ters§¥7 

but di ataé.

gustus 1945 $/d berlakunya Kenstitusi RIS ta~.
hun 1949 (Mobiele Brigade Polisi masuk.dalam-:-

xesatuan tentara).

Pada tananal 18 Aqustus 1945, telah disyahkan

”fdan (3) UUDS.' Uleh karena fungsl kEﬂﬂllSla“ merupakan Sa“f;;f'

'f menyarot1 kadudukan Tembaga ?olrl menurut dlnamlka keglatanff;i

tkenegaraaﬁ, kiranya Derlu diadakan pembaglan waktu menurubfﬁ"

L ‘Pericde Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Am

berlakunya Undang Undang Dasar 19453 oleh PPKI, dan
pada tanggal 19 Agustus 1945 berdirilah pula Kepoli-—
sian Republik Indonesia yang masuk dalam lingkungan

Departemen Dalam Negeri dengan sebutan "Jawatan Kepl




' 71151an Negara._E;jfﬂ

:Ketlka UUD'45 baru saja bargalan kurang leblhf

. 3?UUD’45,1tu send1r1; ”Perub§%an.teréébufuférjaaﬁ karaf_
(l) Keluarnya Waklumat Uakll ?resxden NO.X tang- fE.”
: :fga1 16 Dktober 1945 yang berlsi* ( ) Penentuan tenngf; ~
tang. hNIP dlserahl kekuasqan Leglslatﬁf sebelum ter~;¥:i
'ibentuknya NPH dan-DPR, (b) Penenuuan tentang pekerja:ﬁf
 .an saharl -hari darl KNIP dzlaksanakan oleh Badan Pe»;f]
B kerja KNIP yang bertanggung Jauab kepada KNIP; (2)""-
'.:Dlsusul kemudlan dengan keluarnya Maklumat Pemerinu.i

tah tanggal 14 Nopember 1945, yang berisi: (a) Peneﬂ"

tuan tentang perubahan Kabinet yang semuls dipimpin

oleh Presiden menjadi Kabinet yang merupakan sebuah

Dewan yang di-Ketus-i oleh seorang Perdana Menteri,
(B) Penentuan tentang penggunaan slstim pertangguny-
jawaban flenteri kepada Badan ?ekerja KNIP, sehingga

-

kabinetnya adalah kabinet Parlementer.”

Sehubungan dengan parubahan praktek ketata-ng

garaan tersebut di atas, maka keluarlan Penetapan Pe

lyombes. Pol {Purn) M. Karjadi., Polisi~filsafat dan

Perkembangan Hukumnya {Bogor: Politeia, 1578), p. 8U.

23uniarto, SH., Selayang Pandang tentang Sumber-Sum-
ber Hukum Tata Negara di Indonesia (Yogyakarta : Liberty,
1980}, pp. 75-76.




:7¥:'=mer1ntah NQ 11/5 0/19&6 yang menetamkan ”Jauatan KEm
}Epai;SLan Negara”'menjadl suauu Jauatan tersendlrl dl

nimp_nan?Perdana:Ménterl _muia”:'anggal l Ju

_ W_Setelah 1tu deng:{_Surat Perlntah Kepala MUd_
. 2;Kep$l1s1an:iN5; ? 126/78/91 tanggal 14 Nopembe:
; T;l94DT dlbentuklah '"Meblele Brlgade PUll$l RI”~ yané

:mempﬁnyal Clrl c;ri sabagal berlkut ;(l) Merupakaﬂfif
.fsqatg.pgsqkah_kecll- dal@m usaha .gaxtahanan;negara;;;i
| (2) Merupskan inti dari Kepolisian RI, karens bersen -
fjafé#éﬁ.lebib:;aﬁgkaﬁ ﬁ§ﬁ berkendétééﬁ,.pertugas_se; €f
.”zbagéifpasgkén gérak ééﬁat;_ (3) Mﬁbrig Polisi Rf dé;i;.
:.iam ﬁindakann§a lebih bérsifat preventiF; karena tuéf .
éaé kepolisian represif .diserahkan kepada polisi.?-
unun.? :
Pada waktu berikutnyz yaitu dengan UUKB No. 6/_i
1946 pasal 20 dan pasai 26, polisi dimasukkan Gagam ;
usaha pertahanan. Instruksi bagl Kepolisian Negara
ditentukan dalam Penstapan WANHANNEG No. 49 tanggai'
19 September 1946 sebagaimana telah di uraikan aleh

M. Oudang sebagail berikut;

*ombes. Pal (Purn) M. Karjadi., Op.Cit., p.85., dan
dr. Hardiman., Lintasan Perjalanan Kepolisian RI sejak Pro-
klamesi-1950 (Jakarta : Pl. Gadhessa pura Mas, 15089), “pp.
244~245,




S “Pasal 1o : '

. Polisi Nagara yang dlsusun sebagal Jauatan
. “Kepallsian Negara menjalankan hak dan keuajl'
- ban kepollslan berdasarkan undang—undang ne-
.,;Pollsl Negar Qﬁmenjalankan perlntah perlnta_
Sdan putusan putusan. dari Dewan Pertahanan(Da.
'-_arah) yang diberikan ‘dengan surat penetapan{
"atau’surat. perlntahe “Dalam keadsan yang men:

" “desak, - perintah diberikan dengan llsaﬂ yang L

g”kemudlan dltetapkan dengan surat.

. Pasal: 3 o : - R
b Pailsl Negara mempunyai kedudukan tentara.:

“Peraturan Tata Tertib Militer(discipline daN?;_
“tucht), Hukum Pidana Militer .dan Pengadilan = =
Tentara berlaku bagl segenap anggauta Kepgll_y_

‘sian Negara.

'sipasal 4 1 : : i
‘Polisi Negara menjaga keamanan dan keterulb-._
o an-umum dalam lingkungan daerah kewajibannya. .

' ‘kecuali ditempat-tempat ketentaraan, seperti .
. asrama, gedung-gedung .tentara dan nalamannya>[ 

‘yang menjadi tanggungan militer (tentara)

Tempat-tempat umum yang harus dijage ia dl—ﬁ””

bawah pengawasan Polisi Negara kecuali tem-—

pat-tempat penting dilihat dari sudut mili- =

~ter (vitale militaire objecten). Tempat-tem.

‘pat pentimg militer ditetapkan aleh Komando . .
Ketentaraan Kota atau Komando Ketentaraan Da =

gran.

‘Pasal &

Polisi Negara bersama tentara{polisi tentara)
menjaga dan mengawasi lalu-lintas di perbata
san kota, perbatasan daerah karesidenan (dae
rah istimewa) atau ditempat lain yang dlpag .
dang perlu. '

Pasal 6
Bnlisi Nenara  menanokap dan menuntut seseo-—~

rang yang melakukan pelanggaran dan atau ke-
jahatan vyang harus diadili oleh pengadilan
sipil. Dalam perkara diketabul sedang dija-
lankan {op heetsrdaad)Polisi MNegara dapat pu
la menangkap anggauta-anggauta tentara untuk
segera dissrahkan kepada Komandoc Tentara
yang bersangkutan dengan disertai 1 laporan
pendapat. Diluar "heeterdaad" pimpinan Poli




__451 Negara dlsuatu tempat hanya bertlndak te*ﬁ
<% hadap seorang. militer . jika dlperzntahkan a=
'f ”leh_Komandu Tentara_yang bersangkutan.

i : Pollsl Neaara dlsesuatu tempat bekerga
-Arapat dengan - pasukan~3pasukan tentara dalam
+fhal melakukan perondaan.”;_ﬁ?:_ . . S

r-Pasal g . : ' L

. Untuk k@pentlngan pavtahanan Deuan Pertahan— = o -
" an Negara berhak memasukkan Polisi Negara se =
'::baglan atau- seluruhnya 3ad1 kesatuan tentara¢;

.'jPasal g - . ¥ -
‘Pangkat PDllSl “Negara - disesuaikaﬂ dengan
”f'pangkat ketentaraan sepertl berikut. s

'Pasal 10 : S
_fSetelah berlaku Penetapan Deuan Pertahanan -
Negara yang dimaksud dimuka (pasal 8), susup -
oo.an. biasa Kepolisian Negara dipecah dan ma=
 31ng masing kesatuan Polisi Negara Karesiden = -
- an membawah kepada. dan menjalankan perlntah;
-VKomando Tentara yang bersangkutan, :
- Pasal 11 :
.Sasjak berlakunya penetapan tersebut segala -
~pemeliharaan kesatuan Polisi Negara menjadi

tanggungan Kementrian Pertahanan menurut pe-
‘raturan-peraturan yang telah ditetapkan.” 4

Deﬁgaﬂ Penetapén Dewan Pertahanaﬁ Neoara .No-
112 tanggal 1 Agustus 1947, Polisi Negara dimiliteri
sasikan. MNamun kemudian disusul dengan Instruksi Dg
wan Pertahanan Negara No.1l3 tahun 1547 yang menetap-

kan 2/3 kekuatan Mobiele Brigade Polisi untuk menja-—

lankan tugas ketentaraan. Sedangkan untuk Polisi U-

mum ditarik kegaris belakang mengingat kebutuhan (ke

karta:

4. Oudang., Perkembangan Kepolisian di Indonesia(Ja
Peznerbit Mshabrata, 1952}, pp. B85-B6,.




/A gala peraturan perundangan “yang berlaku buat Pollsl ;f

."Rpangkaz bagi Dejabat kepollslan terhadap pangkat mi-

"  kurangan tenaga) dalam hugas augas kepaliSlan.?

Pada”tanggal 15 Nel l9¢9 Pemerintah Mlliter:

,,berlkub;_;(l) PPM merupakan gabungan dar1 Poll51 ‘Ne
:Q.gara dan P01151 Nlllter yang mempunyal ueuenamg kepo _“-_
'iflTSLan“penuh (2) Khusus Pollsl Negara tldak memasuk}fﬁ;-

"f‘kaﬂ Mcbrlg PGllSl dalam PPH | karwna bertugas di ga~ :;-

. ;j1s dapan sebagal 1nfanter1, (3) Bagl PPM berlaku- 59; ;
 Negara dan lelSl Nlllter,. (4) Adahya DEﬂyesuaian}””

_llter (Peraturan Wanhanneg Na. 49/1946) .,
Setelah Yogyakarta kembali, maka dengan Kepu-'T
*tﬁsan fenteri Negara Koordinator Pertahanan No. S/13
“tanggal 15 Juni 1945, pucuk pimpinan Kepolisian Nega
.ra berada pada Meqteri Pertahanan sampal pemulihan
kedaulataﬂ.s

Sehubungan dengan ditetapkannya Mobiele Briga:
de Pﬁlisi melaksanakan tugas-tugas kstentaraan (mi;i

tor) dalam mempertahankan tetap tegaknya Kemerdekaan

RI, kiranya perlu untuk kita pikirkan sebagaimana di

5Ibido, pa 8&.

®ombes. Pol {Purn) M. Karjadi., 0p.Cit., pp. 78-79.
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kemukakan oleh Nemeu Tanumldgaya, SH sebagal berlkut‘

"Sepangang sejarah ternyata bahuwa gangguan ke
. amanan, ‘kekacauan ‘maupun pemberantakan pemoe
~'rontakan yang terjadi’di negara RI mempunyai
latar belakang polltlk. Oleh karena itu ma=
. ka.suatu.-operasi..untuk. “memulihkan. keamanan
~dan- meﬂumpas pamberantakan dapat berhasil kai -
‘rena. ‘dijalankan . secara .gabuncgan. oleh suat -
_ satuan Polisi “dan Tentara bersama~sama de—"
ngan rakyat.  Sejak dilaksanakannya integra—: .
" si Kepolisian dalam ABRI berdasarkan pasal 3
dari-UU Na. 13 -th 1961 maka kekuatan tempuxz ...
"~ ABRI lebinh meningkat oleh karena tidak TEre "
hambat lagi oleh perbedaan-perbedaan antara =
satuan—satuan polisi dengan satuan- satuan
Angkatan Perang seperti umpamanya perbedsan. ..
logistik, perbedaan gajih, dan tidak adanya S
niveleering kepangkatan. e
Saran penulis adalah: a) Demi berhasilnya pes
~ laksanaan tugas maka kekuatan tempur BRIMNOB
" Supaya tetap terpelihara bahkan sebaiknya le =
bih ditingkatkan; b) Integrasi dalam ABRI su
paya diselesaikan secara tuntas dengan me«'
ngindahkan identitas masing-masing Amgkatan -
dan Polri sesuai dengan Keputusan Presiden
Nc., 200 tertanggal 23 Juli 1965." (kursip pe
nulis) 7

2. Pericde berlakunya Konstitusi RIS s/d berlaku

nya UUDS tahun 1950.

Pada tanggal 27 Desember 1949 berdirilah Nega
ra® Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS

sebagai UUD-nya. Dengan demikian maka RI hanya ber-

7Wem6u Tanumidjaya, SH., Latar belakang dan motivasi
penstapan Status Polisi sebagaimana tercantum dalam UU Po-
kok Kepolisian (UU No. 13/1961}, dalam Drs. DPW Sitompul, TSH
dan Edward Syahper9ﬂong, SH., st al., ed., Hukum Kepolisian
di Indonesia (Jakarta : Penerbit Tarsito Bandung, 1985}, pP.
98.




'”_stauus sebagal salah satu darlpada negara baglan sa<

3?5; sedangkan UUD'45 SE]ak 1tu berstatus sebagal UU_

fa¥ﬂal Péirl~sebagal'5érlkut~ Dengan Penetapan Presldenf
 ﬁ' :RIS No.22 tahun 1950 tanggal 19 Januar; 1954, dlbenm;g; 1.
' tuklah "Jauatan Kepcl*slan Pusa*"_ dlbauah plmplnan}gﬁL
.?Persana Mentarl.f Qersoalaﬂ persaalan yang gi hadapliiff
Tpada waktu ltu adalah }.(l) Manglnglnkan adanya satu f.a
 ’taﬂ9an plmpl”a” tertlﬁggl dalam me“@gerakkan ﬂemell»tixi
:_%haraan daﬁ tlndakan opera510ﬂai kepollslan, dan per_f:f:
3jtaHQQUﬂg 3auaban keblgaksanaan leltlk polisionil dl?;;;
.{pagang Gieh saorang Menteri tersendiri; {(2) Mengang_:”i_
Qép PerlU'adényam_ﬁénetapam pembagian kekuasaan yang
:farang dan tegaé antaras kekuasaan polisi sipil dan .
" polisi militéé=dan.laiﬂ"%ﬁi” instansi sipil; (3) Me-

‘nginginkan adanya peninjauan terhadap HIR dan fain-—

lainnya yang harus di sesuaikarn dengan tugas Kepoli-
sian RIS.9

Pada waktu berikutnya yaitu tanggal 27 Janua=-

ri 1950, keluarlah Penetaoan Perdana [lMenteri No.3/PM -

yang menetapkan bahwa pimpinan atas "lawatan Kepoli-

83uniarto, SH., Op.Cit., pp. 78-79.

9Kombes. pol (Purn) . Karjadi., 0p.Lit., pp. 8?-@8.




1an“ dlserahkan kepada- Nemterl Pertahanaﬂ déngaﬁn

-:_maksud~agar plmplﬂaﬂ terhadap Kapﬂilszan dan Tentara

'fba;éda]bgﬁa sabu tangan, dan 3uga uauuk kepentlngan

'hadakan pemerlntah daLé

mewgaﬁasx ganggu
"Vﬁi3gﬂ fan gerombo‘an'-(pada bulan September 1958 Penetapan _

:lﬂl dlcabut) 19,

3. Pericde berlakunya UUDS'1950 's/d Dekrit presg;:ﬁf;_t.-

:fdeﬁ-tanggal 5_3uli 1959, -

: Sesudah RI kemball menjadi ﬁegara Kesatuaﬁ;ﬁ; '
 hal hal yang menyangkut masalzah Polrl dapat di ural— H5
kan sebagal berikut; (1) Bahua kedudukan Polri masmh ?
feta?.langsung berada dibawah pimpinan Psrdana Nentgju’
'fi sebagai suatu jawatan tersendiri yang disebut Ja-
watan Képdlisiah Negara; (2) Bahwa masalah alat kekg‘::
asaan kepql;sian untuk pertama kalinya di cantumkannif
dalam UUDS'1950 yaitu pada pasal 130 yanmg berbunyi:
"Untuk memelihara kétertihan'dan keamanan umum diadgé
kan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur de-—
ngan undang-undang'; {3) Bshwa kemudian dengan Kepu-

tusan Presiden N0.297/1954 tanggal 20 Maret 1954 di-

bentulklah "Panitia Negara Perancang Undang-Undang Ke

lUKambeg, Pol Scenito Djoyoscegito., Manual Pokok-Po
kok Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia {Jakar-
Ta: Mabes Polri, 1972), pp. 43-44.




'pdlisién”Négajé,ﬁ:ll{ 14;

Pﬁrlode aekrlthraslden tanggal 5 Juli 1959

/d berlakunya UU No. 13 tahun 19510a1pf'"”“

Dengan DEkIlL Presmden tanggal 5 Jull 1959 ma_:

.=ka Dagl RI kemball berlaku UUD 45 : Seharusnya sega~ ;¥ '

'Vla penyelenggaraan ketata—negaraan dllaksanakan ber-fﬁ”-

f.dasarkan UUD'45 tersebut. Namun tarnyata dalam p;ak:ﬁf

'1.tek ketata negaraan terjadi penyelauengaﬂ penyeleue—t”ﬂa

‘ ngan yang pada puncaknya ter3adllah G-30- 5/PKI. Ke= '

 mud1an muncul Drde Baru vang bertekad untuk melaksam”f”*

';nakan.Pancaslla dan UUD'45 secara ‘murni dan konsek—
12 '

wen, .

Dalam kurun waktu sebelum meletus G-30-S/ PKI

dapat kita lihat hal-hal mengenai Polri sebagal beri

kut; (1) Dengan Keppres No. 159 th 18959 tfanggal lS-i;_

Juli 1959 dlbentuklah "Hepartemen Kepolisian Negara”
yang dip;mpln olah seorang Menteri Kepollslan Negara
dan herada di lingkungan Kementerian Keamanan Nasio-
nal; {2) Pada wakiu berikutnya yaitu dalam TAP MPRS

No:z II/MPRS/lQéD ~menyabut mengenai kedudukan Peolri

sebagai berikut : TAngkatan Bersenjata terdiri atas




fﬂﬂgkatan Perang Republlk Ind0n851a dan Kapol;s;an Ne
qgara”i' (3) Kenudlan dalam uaktu yang relatlr 51ng«

'frkat lah;rlah Undang undang NQ. 13 tahun 1951 tennan"'

g._”ndang pUk'k; :QO lSlan Negara” yang menuru

ipasal 3 dlnyatakan._“KEQGLLSLan Negara adalah Angka—
”:tan Bersenjata” } (4) Selaﬂjutnya menurut Penpres Nﬁf;ﬂ 

V}~3-tahun~1965-(UU Ng. S/PN?S/IQGS), “Polri tunduk padaiA .
iHukum Mlllter dan Peradxian Militer. Ketentuan 1n;:; :
.“kemudlan dlpertegas oleh Keppres No. 80 th 196% yang.gf
:menegaskaﬁ bahua AKRI adaiah baglan Drganlk dari De—:;:

-_partemen Hankam. -

. B. g LPolri dalam Undang-undang No.13 tahun 1961 dan per-—.

kembangan hukumnya.

Undang-undang No.13 tahun 1961 (LN tahun 1961 No.245
TLN No.2289) dengan peraturan perundang-undangan lainnya mg.ri'
nyatakan bahwa POLRI merupakan bagian daripada Angkatan Berxr
senjata RI (ABRI).l Oleh karena itulah maka lembaga Polri
disamping meage&ban fungsi kepolisian itu sendiri mengemban
pula fungsi pertahanan keamanan negara. Hal irmi merupakan

ot konsekuwensi tersendiri bagil Polri dalam hal kedudukan

nya yang berkaitan dengan masalah fungsi yang diembannya.
Dalam bagian di bawah ini penulis mencoba untuk membahas ke
dudukan Polri baik dengan fungsi kepolisian maupun fungsi

pertananan keamanan negara.




'1 1.“ ;':KedudukaQ P@lriﬁsgbagai.1alatj.negara Penegagf
".aukum_ {Pengéﬁbéﬁgah ﬁélam panjabérah dan.ue 

_ﬁwénéhg ?qusi;kéﬁa}i$iah'menuﬁgﬁfUU No,l3-taT

‘Pada Bab terdanulu sudah dibahas bahwa di ne—
'gara RI lembaga kenegaraan pangemban fumgsi kepolisi.

 anLédaiah;PGLRI. ”Salah'saﬁu undangwunﬁangwgamg meéif 

hgatur, kedudukan Polri - adalah UU No. 13 tahun 1961.

' Unﬁuk.itulah perlu kirénya_kita mengetahul tentanggf’
-._peﬁjabaran dan wewenang fungsi kepolisian itu dalam ; 
) ﬁnéang—undang tersebut di atas.
| ?ernah di singgung bahwa Fungsi kepolisian 33 
' bagai fungsi pengawasan, telah dirumuskan dalam ba-
nyak ragam perumusan., Hal ini disebabkan karena ada
nya pengarub situasi suatu negara dengan baehan-bahan
nukum idsal etis {(keyakinan dan perasaan) dan bahan—
bahan hukum riil (manusia, alam/gsografis, lingkung-
an sosial/tradisi) dari suatu bangsa disuatu nagara;
Undang~undang No.l3 tahun 19€1, merumuskan fungsi ke
polisian sebagai berikut : "Kepolisian Negara Repu-

nlik Indonesia. selenjutnya disebut Kepolisian Nega-—

ra ialah alest negara penegak hukum yang terutama begr
tugas memelihara keamanan di dalam negeri.” Jadi di
sini fungsi kepolisian adalah: "Menegakkan hukum dan

memelihara keamanan didalam negeri’ atau secars sing




”“ kat'§ebagai "Penégak_Hqum.“

Penjabaran fungsl kElelSlaﬂ.” 

Undangwundang """ N 13 tahun 1961, mengabarkanf*

Fung81 kep01151an 1n1 dalam pasal 2 sabagaﬁ.berlkut?,_:ﬁﬁ

"Dalam melaksanakaﬂ ketentuan ketentuan dalam.V.

pasal 1 maka Kap01151an Negara mempunyal tu 5}1'

gas:

(1) a.

‘Memelihara ketertlban dan menjamln ke;~ﬂ 

amanan Uumum;

‘Nancegah dan memberantas menjalarnya

penyakit-penyakit masyarakat;
Memelihara keselamatan negara terha-
dap gangguan dari dalam;

Memelihara keselamatan orang, Denda

~dan masyarakat termasuk memberi per-

lindungan dan pertolongan;

Mengusahakan ketaatan warga negara
dan masyarakat terhadap peraturan-pe-~
raturan negara.

(2).Dalam bidang peradilan mengadakan penye-
lidikan (penyidikan, pen) atas kejahatan
dan pelanggaran menurut ketentuan-keten-
tuan dalam undang-undang Hukum Acara Pi-
dana dan lain-lain peraturan negara.' 13

Penjabaran fungsi kepolisian di atas, mencer—

minkan adanya dua sifat dari fungsi kepolisian yaitu

fungsi kepolisian yang bersifat represif dan fungsi

kepolisian yang bersifat preventif.

Wewenang fungsi kepolisians:

LUndang-undang No. 13 tahun 1961 mencantumkan

wewenang fungsi kepolisian itu dalam pasal 13, saba=-

13

Kombes. Pol M, Karjadi., Reglemen Indonesia yang di

baharui {Bogor: Politeia, 1969}, p. 176.




.?i*prllSlaﬂ Negara berueﬂang

:V;gal beylkut "Untuk kepentzngan penyldlkan, maka Kew

Nen@rzma gengaduan,fb,

”kepentl

ungsl kepDilSlan:

hééalahf

fatur tersehut menyangkut,]

'i fyang ber51fat represzf {atau sebagal penegak hukuwf

'”ﬁfyang erat kaltan dengan pengadllan (JUSbltlDﬂale)

Yang menjadl pertanyaan adalah : Bagaimanakahfﬂ_

deﬂgan_uauenaﬂg_Fun951 kepolislan yang-bersifaﬁ;preﬁf Q7'

 UentiF ?:ffﬁalam hal ini_Qrs. Smeb:oto Brdtpdiredjo,ij;

'tSH menjelaskan ;- Bahwa untuk fungsi kepmlisian yangT ?I

' berslfat preuentlf tidak d;temuxan mengenadl penentu—i f7'

'-an tlndakan—tlndakannya dan memang tidak mudah, bah-, ;;

kan tidak mungkln untuk menentukan secara llmltatiff3 ;_

. tindakan-tindakan tersebut, karena tindakan yang di- -

:_barlukan_itu:sifat dan baﬁtuknya tergantung kepada;_"
'sitﬁasi yang dihadapi POLRI. Ada‘ézas“yang'dapat-di
jadikan dasar dalam mengukur fungsi kepolisian yang
bersifat preventif ini yaitu: "Azas PFlichtmatigheid®
(kesesuaian dengan kewajiban) yang mempunyai sub-sub

azas seperti = (1) Azas keperluan (noodzakelijk} ;(2)

Azas masalah sebagai patokan (zakelijk); (3) Azas tu
juan sebagai ukuran (doelmatig); dan (4} Azas keseim
bangan. Selanjutnya dijslaskan bahwa Undang-undang

Pokok Kepolisian (UU No.l3 tahun 1961) tidak menying




gung soal “Azas PllcntmatlghELd"fjlnl,_-ﬁaﬁi:fusffyf

.'~gazas lﬂl dluantumkan dalan doktrlﬂ "?ata-?entréh Ké

Nenurut'be 1au,_Doktr1n tldaklah membe
suatu tlndaka
fyang dllakukan.;_f
: Sehubungan dengan Undang Uﬂdang No._20 'tahun,,,ﬁ
'T1982 pasal 45 ayat 3 (penjalasannya) yang menyebutm :if
 5kan tentang perlunya perunusan' ueuenang kepel181an. ¥ 
":secara tegas dan terperlnCl dalam 'suatul undangeunw¥ f:
f'dang tersendlrl bagl KepGlLSlaﬂ RI, Drs Soebroto Bro j 
' todlredjo, SH menyatakan :
”Undaﬂg undang Kepaolisian "yang dimaksud ini:ff* 
sampal sekarang beslum ada, sedangkan Undang-.— '
. undang Pokok Kepolisian yang lama tildak mery
muskan wewanang kepoolisian selain wewenang -
penyidik. Wswenang penyidik ini sudah diru- .
muskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
pPidapa {UU No.8 fahun 1981), tinggal wuwesue—
nang lainnya yang perlu dirumuskan dalam un-—
dang=undang kepolisian yang baru.” 15

Dieh karena itu memang Undang-undang Kepoli~

sian yang baru perlu diadakan demi lengkapnya tugas-

léDrso Sozbroto Brotodiredjo, SH., Azas- fAzas Weuwe-
m'ﬁhr\ L(Q’!ﬁ11=:1;‘n ‘. ’R]:ﬁm qu me QitOmDU}.a SHG; dan Eduard

Syahperenang, SH., et al,, ed., Hukum Kepolisian di Indone-—
sia {3Jakarta: Penerbit Tarsito Bandung, 1985), pp. 18-22.

lSDrs. Soebroto Brotodiredjo, SH., Polri sebagai
negak Hukum, dalam Pref. Djokosoetona, SH., et al., ed.,
Ty Pinandita (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonami Ul
1984}, p. 533,

Pe
Cu




i fundaﬂgan te

. tugas Kepolisian.

'{ tlng tentang kedudukan Polrl.l_

Ketentuan perundang

:ebut aﬂuara laln sebagal berzkut

'fNo 245 TLN 1951 No. 2289) tenuang Ketentuan— i

';Ketentuan Pokok Kepoilslan Negara.

J'lf5} §a Undangwundaﬂg NG 3/9“95/1955 (Ln. 1965
” TND 21 TLN 1955 No 2737) 30 Undang undang ND, ff;
"_ 23/PNps/1955 (LN 1905 ND.QZ, TLN 1965 No. 2782 ¢ 

Ttentang memperlakukan HPT HAPT, dan HOT bag;l?[”

- anggauta anggauta A&RI

.._-c:_ X Uﬂdaﬂg undang No,.20 tahur‘l 1582 (LN. 1982._._-_-.:::
_ Noe5l TLN 1982 Mo 3234) tenuanq Keténtuan-Ke .

-tentuan Pokak Pertahanan Keamanan Negara Repg.'

' blik Indonesia.

Dari seceretan peraturan perundang-undangan -

di.atas, hila dilihat in*inva dapat disimpulkan bah-— -

~wa POLRI merupakan baglan dari Angkatan Bersenjata
rRI (ABRI) dan tunduk pada "Hukum Militer" serta "Pg
radilan Militer," Hal ini menimbulkan pertanyaan:

fopakah Polri itu sama kedudukannya dengan TNI atau




'Vf }yang berartl_”seseorang yang d;persengatal dan dlSl:

:tér), penulls akan mengambll penjelasan darz E Y Kaﬂy
ﬂfter SH_dan S R Slanturl SH daiam bukunya "Hukum pl:-
-;fﬂa Mlllter dl Indan951a" yang menyatakan bahua ”Nilmi

'?fier” 1tu berasal darl kata MILES dalam bahasa Yunaﬁ

 fjapkan untuk melakukan pgrtempuran—pertempuran atau"

.qupeperangan terutama dalam rangka pertahanan dan kea'

.ﬁima”a” negara.15f  Dengan demlk;an dapatlah dlkatakan; _

L bahua fung51 mlllter adalan untuk melakukan pertempuf;_.

F.I{Ian pertempuran atau. peperangan yang merupakan baglwgﬁv

H_an tugas pertahanaﬂ keamanan negara. Selanjutnya dlﬁ?'_

“dalam Eab IT sudah dlbahas ‘mengenai fungsi- kepollslwfbﬂﬂf~“

‘an yana diemban Polri. = Di kaitkan dengan ini, maka

dilihat dari sudut fungsi terdapat perbedaan dengan o
ciri-ciri khas antara militer dengan polisi, walau-

pun kedua-duanya berada atau merupakan bagian dari.

Angkatan Bersenjata RI. Militer mempunyal ciri-ciri

165 Y Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Hukum Pida

na Militer di Indonesia {Jakarta: Penerb1t Alumni AHM-PTHM,

1981),

n. 26,




_atau' dengan perkataan lai

”flah Slpll? ;bahua stauus

“f(kedudukan) palzslf(Polrlj adalah Slpll

";Penulls mellhat bahwa dalan Undang~undang No.

' i3/PNPS/195S (pasai l dan pangelasanﬂya) dan Undangm ”5 _

2? ayab l 30

Damfﬂ;'

'ﬂngundang ND 20 tahun 1982 (pasal 29

”jsal 12,

SD ayat 4

43 Sdan pasal 45), maka PDLRI

'i kedudukannya tetap sebagal baglan darl Angkauan Ber-
'fsenjata Republlk IﬂanESla atau ABRl. Dengan adanya ;f
':_ketentuan tersebut Fumgsl Polri selain memiliki fu33 fi'
W:S? Slpll juga memlllkl fungsl mlllter. e | k
._. ._ Penulls barpendapat dengan adanya Undang unm; ;'
O\  dang Na 3/PNPS/1965 tersebu1L sudah dapat. d;slmpuikaP: ; 
“bahwa status anggauta POLRI menjadi KOMBATAN. Untuk
.inl kita perhatikan pasal 43 Protokel Tambahan Jeneﬂ'.

“ya "I tahun 1977 yang menyatakan;

tpasal 43 ¢

T

..L.Hilgi'\muan L.}G.LJDI"}QtLA du.g

T W
piha

NN o W bt e
7 =]

kai terdiri dari Angkatan Bersenjata yang
terorganlswr(Drganlzed Armed Forces),Group
Unit yang berada di bawah komando yang ber =
tanggung-jauwab atas sikap tindak anak buah
nya kepada pihak tersebut, meskipun plhak
itu diwakili oleh pamerlntah atau penguasa
(authority) yang tidak diakul oleh pihak




lawan (aduerse party) o

Angkatan Bersenjata tersebut harus tunduk

kepada sistim disiplin kesatuan (internal:
dlSDlpllﬁary system) yang antara lain beri.

e e g pelaksanaan ketentuan. hukum 1nterﬂaslo
'Wﬁ_ﬁa_ nal. yang: berlaku dalan pertlkalan bersenja_
: Ttah i

2 ,Anggauta- Angkauan Sersenjata darl pihak

yang bertikai: (kecualz personal. medlk dan
_panaeta sebagaimana ~tersebut dalam pasal

37 Kaonvensi .Jeneua I11I) =adalah KOMBATAN,

yaitu mereka berhak untuk ikut sesrta seca—:};ff.‘

ra langsung daleam permusuban, dan

 3.Apabila salah, satu-pihak - yang. bertikal. mn';;fj
‘masukkan sebuah kesatuan {agency) para mi- .
liter atau pensgak hukum dalam Angkatan - &

Bersenjata mereka, maka mereka wajib mem-
beri-tahukan hal itu kepada pihak-pihak la
- in yang berzlkal.' 17 .

Brigjen.TNI~AD (Purn) GPH. Haryomataram, S.H;%EV'

‘memberikan tanggapan atas pasal 43 Protokol Tambahan

Jenewa I tahun 1977 di atas sebagai berikut;

nAartikel 43 memberi definisi apa yang dimak-
sud (termasuk) dalam ARMED FORCES suatu fi-
hak, yaitu : semua kekuatan bersenjata yang
teratur {(crganized},group atau kesatuan yang

dipimpin oleh seorang komandan, yang bertang B

gung-jawab atas kelakuan anak buahnya kepada
pihak tersebut, ... dinyatakan ' bahuwa ~Armed
Forces tersebut di atas harus tunduk kepada
suatu sistem disiplin intern, yang antara la
in mewajibkan mereka untuk mentaati.ketentu-
an hukum perang. «.. agar suatu group atau
kesatuan dapat digolongkan Armed Forces,maka
harus dipenuhi syarat-syarat ... a.Adanya 0r
ganisasi; b. Adanya disiplinj; c.Komande yang
bertanogung-jawab atas ditaatinya ketentuan

hukum perang. Anggauta Armed rOrces terse-

lTT, Sabi QOebit, SH., Bebsraps Ketentuan Hukum Pe-

rang di Darat dan Perkembangannya, dalam Syahmin. AK, SH <5
et al., ed., Hukum Internasional Humaniter °f° Bagian Umum
{Bandung: Pemerbit LV Armico Bandung, 1985), p. 71l.




= “Fa -Sudan baraﬂg tentu kesatuan ter;

: 'ﬂsebut harusjmeménuhl persvaratan yang telah
. oditentukan.  Jadi ‘berdasarkan artikel 43 ma-
Sokaisetiap: kelampck bersengata ‘yang -memenuhl
itiga persyaratan.. tersebut’ mapat Gimasukkan
~©' ‘"golongan.Armed. Forcasﬁ_darl salah satu rlhak”
'.H:yang bertlkal.a 18 » i

Polrl sebagal. alau'negara panegak hukum yang 

*lfmerupakan baglaﬂ darl Angkatan Bnrsenjata RI dan dlmf ;n

"{ftundukkaﬂ kepada hukum mlllter serta peradllaﬂ mlll—:..”

-'  ter,_sudah jelas: memenuhl ketemtuan pasal 43 Prota—f

.kml-Tambahan 38neua I.dl atas.

Dengan demlklan Jelas kedudu&am Polri di samuj f '

plna TNI (AO p, dan.AU) dzperlakukan sama sebagal::  '

.“ZAﬂgkatan 89rsenjata PI atau ABRI. . Hal.in ;dakan.mﬁm4fi;

_baua konsekuensl sebagal ABRI dalam hal melaksanakan

tugas yang dibebankan kepadanya, khususnya untuk’ Pol

‘ri baik dimasa damal maupun dalam masa sengketa ber- .

senjata,' Pglri sebagai ABRI tidak menemul kesulitw_ 

an-kesulitan dalam melaksanakan fungsi kepolisiannya

lBBr!gJen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, SH., Hu- :
kum Humaniter (Jakarta: PEQEIblL €V Rajawali Jakarta, 19847j,
pp. 80-81.




ff:Sengketa Bersemjata,_karena dl sampmng anggauta Pol«

. di masa damai, namun hal ini akan laln keadaannya bl;}? g
'_ia dlhadapkan pada masa sengketa bersen;ata vang dl“ﬁ]  ~

:atur dalam Hukum InternaSLQHal Humanlter atau Hukummfﬁ"

':rl sebagal ABRI,_secara Utcmatls ia 3uga sebagal KDN S
BATAN sebagaimana di atur dalam pasal 43 Protak01    
';Tambahan Jenegwa I tahun 1977. -

| Di sisi lain menarik untuk dicatat dalam tul§ 
san ini adalah uraian tentang "riwsyat hidup Kepoli- -

: sian Negara Republik Indonesia" dalam buku Manual Pg
kpk—Pakok Pelaksanaan Tugas Kepolisian RI sebagai bg

S Tikut; |

n{2) Dengan rumusan tugas polisi dalam pasal’
130 (UUDS'1950, pen) vyang dimasukkan dalam
Bab 11! Bagian VI tentang "Pertahanan Negara
dan Keamaznan Umum," nampak adanya pemikiran
modern yang mengelempokkan tugas polisi da-
Tam kesatuan Pertahanan/Keamanan Negara.

K. Setelanh HUD'1945 dinyatakan berlaku lagi
menggantlkan YuDS'1950 maka pemikiran modern
mengenai fungsi pertahanan dan keamanan. sebza
gai FUNGSI INTEGRAL dilanjutkan gksistensi=—
nya dalam Ketetapan MPRS No: II/MPRS/1960
yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata RI
terdiri atas Angkatan Perang RI dan Polisi
Negara, ... dalam Undang-undang No. 13 tahun
1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepo-
iisian RI ...AKRI selaku unsur ABRI dalam mg

negakkan hukum dan menjamin keamanan dalam
Llrnmm, Sl :mrﬁla’]'\p\ 1 iQ

LR e EREA S ey )

Demikiran modern di atas tentang tugas Polri,

19 ombes.Pol Soenito Djoyesoegito., 0p.Cit., pp.50-51




”“. tertuang dalam uu No 13 tahuﬂ 1961 yang menyebuckan

"L bahua Pmlrl sebagal Angkatan Bersenjata.

Hal lﬂl dapat klta bandlngkan demgan keduduk'

uedla dalam : :dangannya pada ta_
'Thun 1958 . 'Swedla telah mengeluarkaﬂ undang« uﬁdangfd r{
']yang mengatur tugas tugas pOllSl dalam keadaan pe—fff_'
"'.jrang, . Dalam peraturan peraturan itu ditentukan bah:ffg
HUa sebaglan besar darl anggauta pollsl mempunyal staii” 
'a tus sebagai anggauua Angkataﬂ Bﬂrsengata cengan kmuaifj
y jlban atau tugas perteﬂpu an (tempur) Hal ini d;da: _
'sarkan pada "Slstem Pertahanan Suedla” yang ber51rat5”*'
~"perang Semesta’ otal uar) Untuk ini terlihat péj.“
da laparan Komisi Pemerintah (Departemen Kehakiman){ 
- dalam "A summary from the report by the 1975 Govern-— -
mental Commissicn on the Police! yang antara lain me
nyatakan;

"In addition to this legisiation: the*e-are,ku ~
ter alia, the Ordinance (1958: 262) implemen-—
ting the Act, and Government Instructions of
1858 regarding police functions 1in war or on
threat of war. The gavernment has aiso i lSSU
o0 certain imstructians on the matter to the
county administrative boards in secret let-

ters of May 11, 1951 and April 25, 1958. The
1mpllcatlens th@se instructions are, intesr

ety . o s @ L nm}v‘r’*cx

t:iJ. L' a L-l!cxu [P \_J_t..—r.,,\uﬁr R

personnel have the status of members DF the
armed forces With the duty t© to some extant to
engane in armed combat. This state of af-
fairs has na analogus among other categories
of government personnel. Partly it has come
about as 2 conssquence of certain considera-
ticns of international law, but mainly it




stems from the wish, in view of the total

character of modern warrare, that ihe police.

~ 'shall be employed as an armed force as effi—
_ciently as possible (kursip pepulis)." 20

.fatagtSengkéﬁa'bersenjété;fsabagian anggéuta_Polri QQfH,f 

pat melaksanakan tugas-tugas militer (operasinepera%ffﬁ“

si militer/tugas tempurj.

. 'Dengan uraian di atas jelas dalam masa perang

Ministry of Justice., The Role of the Police in
tal Defence (A Summary) (Stockholm: The Report by the
Governmental Commission on the Police, 1978), pp. 3-4.
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KEDUDUKAN PDLRI DAN FUNGSI KEPDLISIAN
DIKAITKAN DENBAN BIDAHG HANxAmNEG
'DAN HU&UN SENGKETA BERSENJATA o

H;A;foI_Sishaﬁkémfata dikéitkanﬂaengan'fungsi kepdlisian;

' hun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertahanan Aeama'yyﬁ
. nan’ Negara,' maka rumusan fungsi Pertahanan Keamanan Negara_f ?

'_ 51ber1kan dalam pasal 2? jo pasal 12 yang menyebutkan seba—f ; ”

'aga1 berlkut'  3:'

“Pasal 2? "

: Ayat (1) Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan perta'“:‘

Dengan telah dlundangkannya Undangmundahg No. ZU'ta;if;

hanan keamanan negaxa ‘adalah alat negara -

yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimak

; sud pasal 12 undang-undang ini. '
" Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi ssbagaimana di-
- maksud ayat (1} pasal ini, Angkatan Bersen

jata memelihara-dan meningkatkan kamamguan: ;

komponen kekuafan pertahanan keamanan n=sga
ra lainnya yamg meliputi kemampuan kKekuat-
an di darat, laut, wudara sertz penertiban
dan psnyelamatan masyarakat.

Pasal 12

Arigkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan ke-
amanan negara bagi kesiap-siagaan dan ketanggap se-
geraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara,
melaksanakan fungsi selaku PENINDAK DAN PENYANGGAH

ERNN.E N rj-—s;: r-n""!ﬂp R e R T T o W =T L B R 0, nmf;mr‘i M2

pun dari dalam negeri, serta pelatin rakyat bagi pe
laksanaan tugas pertahanan keamanan negara." 1

1 . .
Undang-undang Pokok Hankam {8ogor : Politeia, 1982),
po., 17, .23..




“” ]fKeamanaﬂ Negara” ada 3uga kata -kata "Pemyelenggaraan Perta

'73fhanan Keamanaﬁ Negara” dan kata kata_"Tugas Pertahanan Kea

' Kalau klta perhatlkan pasalm pasal tersebut di atas,;

. .maka dapat klta llhat adanya kata«kata_"Kekuatan Peruahanan"

” manan Negara,n  Darz kata kata yang dlsebutkan dl atas tlm-_ﬁ3f

';bul suatu pertanyaan yaltu:_ Apa vang d;maksud dengan kata—f7

-kata “Pertahanan Keemanan Negara®.? Jauabannya kita parha%z:

ﬁlkaﬂ pada pasal 4 UU No. 20 tshun 1982 sebagal bherikut;
“Fasal 4 '

Ryat (1) Hakekat "pertahanan keamanan negara” ada~
lah perlauwanan rakyati ‘semesta yang penye-

~ lenggaraannya didasarkan pada kesadaran a-. -
kan tanggung-jawab tentang hak dan kewaji~ "
‘'ban warga negars serta berdasarkan keyakip -
‘.an akan kekuatan sendiri, keyaklnan akan

kemenangan dan tidak mengenal menyerah, ba
ik penyerahap diri maupun penyerahan wila=
yan.,

Ayat (2) Penyelenggaraan perlawanan rakyal semesta
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,di
laksanskan dengan Sistem Pertahanan Keaman
an Rakyat Semesta."{kusip psnulis) 2

Sedangkan pengertian yuridis dari Sishankamratas itu
sendiri diberikan dalam pasal 1 butir 5 sebagai berikut;

"Pasal 1 butir 5

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Ssmesta adalah ta
tanan segenan . komponen kekuatan pertahanan keamanan
negara, yanog terdiri atas komponen dasar Rakyat Ter
latin, komponen utama Angkatan Bersenjata Republik

Indonesza besertza Cadangaﬂ Tentara Nasional Indone-
)

S,.Ld, rﬂ.UIIIrJL}iH:Il r\uuaua r::,;..r.;.uuu-n:\on P}uuyu;&,ug n_t, Edmedry
komponen pendukung sumber daya alam, sumber daya by
atan dan prasarana nasional, secara menyelurunh, ter
padu dan terarah.! {kusip panullb) 3

21oid., pp. 13-14.

31vid., p. 11.




}bahua yang dlnaﬁsudkan de—

ﬁ_: Dengan demlklan Jelaslahﬁ.

eamanan Megara"'pada hakekatnya;

_;ngan'kata kata ”Perbahaﬂan l
Semesta f'atau SISHANKAWRA'

.Nangqpa HANKAWNCG ltu d laksanakan dengan SISHANKANm? fj 
ﬁﬂﬂATA 5 Sebagal jauabannya tantu?ah klta harus mellhai kepa ﬁf  
'_da sajérah perang Kemeraekaan Republik Ind0n851a yang kemu—;if
':dlan melahlrkan SISHANKANRATR dalam manpertahaﬂkan tetap teiili”
:gakﬂya Negara Kesatuan Republzk indmnas;a berdasarkan Panca:": 
':iSlla dan UUD’lQéS serta pengalaman pengalaman dalam mengha—; fi
.]dapl Dpara51 Trlkora, Dulkora dan Tlmor Tlmur serta menangﬂ i
gulangl panberontakan pemberantakan dalam negeri. g
Apakah HANKAMNEG. yang dilaksanakan dengan SISHANKAM-
RATR:tersebut perarti bahwa SELURUH RAKYAT atau wargs nega-
_.ra.RapubliR Indonesia ity dilibatkan secara langsung dalam
permusuhan atau perang bila Sﬂngketa bersenjata terijadi 7
Sebagai jawabannya klta harus mellhat dari "fungsi pertahan
an keamanan negara®(pasal 27 jo 12 UU No.20/1982) yang di-
kaitkan dengan pasal 1 butir 5 UU No.20/1982 (pengertian yu

ridis Sisﬁankamrata), dan pasal'B‘(sifat Wanrata), pasal 9

(Wujud Wanrata) serta pasal 10 UU No.20/1582 (Komponen Han-
kamneg). Dengan uraian di atas ‘dapat ~ditarik -kesimpulan
nahwa yang terlibat langsung dalam permusuhan {pertempuran)

adalah hanya sebagian saja dari warga negara RI yaitu kompo




- _jN' 20 tahun 1982).

';nen komponem tertentu darl kekuatan Hankamneg denaan bexlan

 yd'skan kekuatan rakyat. D1k“ akan n*ertentu”-maksudﬂya ada

.f(pertempuran).jkaféhé fungsl yang dlembannya adalah funQSL-

”imurnl kemanuswaan (llhab pasal l butzr ll dan pasal 13 UQf

Umtuk mendukuﬂg ke51mpulan menulls 1n1, kita perhabl

.kan pendapat;darls-ﬁrlgjen TNI AD (Purn) GPH. Haryumata:am,ﬁ;;.f

”V:.'SH sebagal berlkut

“Henglngau ‘bahua setlap uarga negara - berhak dan ua;“

faijib mempertahankan negara, ' apakah dengan ‘demikian: -

“:semua warga negara dapat dimasukkan golongan kamba=— @ i
tan, sehingga mereka dapat secara aktif turut serta
~dalam pertempuran dan.apabila jatuh di tangan musuh.

harus mendapat perlakuan sebagal tawanan perang 7

...Di dalam Sishankamrata ditentukan bahwa kekuatan .

manusia Indonesia dalam. rangka pembelaan negara di-

- susun sebagai berikut: 1,ABRI {+ Cadangan Mas;onal); '
" 2.Wanra, 3.Hanra (Kamra, ‘pen), 4.Hansip. Dari su-—"'"-
sunan tersebut jelaslah.bahwa hanya sebagian (kecil) - -

~dari rTakyat Indonesia- ‘yang secara nyata/langsung di

ikut sertakan dalam usaha -pembelaan-negara,” 83glan_f;57

“lain tetap menjalankan tugas kewajiban mereka vyang -
tidak secara langsung ada hubungannya dengan nerang
/pertempuran. Bagaimana status ke 4 golongan terse
but di atas menurut Protokel I ? Dalam hal ini ki<
ranya kita harus menerapkan pasal 43 dan pasal 44
‘Protekol 1. ...Untuk dapat menentukan status masing
masing, maka harus dipelajari fungsi dan tugas mereg
ka. : .

e e e a s o a s s e w o s OB et kB B & 48 A BB D00 S BL A H OB S L EE D o s * > @

Dalam hal ini perlu diingatkan adanya prinsip Sis-~
hankamrata yang berbunyi: Pengesrahan rakyat kedalam
organisasi pertahanan tidak boleh sampai menghambat
berfungsinya secara effektif cabang-cabang lain da-
lam masyarakat. 1Ini berarti bahua sekalipun diten-
tukan bahwa semua warga negara berhak dan wajib mem
bela negara, tetapi tidak berarti bahwa semua warga
negara secara serentak dan bersama-sama memangqul




.V sen3ata untuk malauan musuh. Partls;p&Sl atau kel
- kut ‘sertaan, selaln secara plSlk guga dapat dllakul
. kan secara mental. -
SiaaLyang perlu mendapaukan perhatlan adalah tentang'
“ﬂ;gfun951 dant tugasnya ke 4 golangan. dalam Sishankam:
~orata diatasyopen). Dalam menantukan fung51 dan- tu“
~.pas ini nendaknya juga dlperhatlkan ketentuaﬂ ketenf
ﬁﬁtuan yang terdapat’ dalam. konvensi- konvensi yang 'su
. -dahkita ratifisir, maupun konuensm—'kQHUEHSl- yangﬂ

-_mungkln akan klta rat1f151:.“ 4. TR :

. Dangam damlklan 3elas: bahua - yang dlllbatkaﬂ secarafg,
'}langsung dalam . permusuhan (pertempuran) “hanyalah sebaglan;ff*
”Saja~da:;-uarga nﬁgara-ﬁepub;;k Indonesia. . Jadi dalam suaéff}

'.tu_SEhgketa bersenjeta warga negara suatu negara akan terb§ H

 33§i:dQé yaltu i Yang éébéra-langsung terlibat dalam garmusu§ f :

~an (pertempuran) atau KQMBATAN dan yang tidek terlibat se—

-?cara langsung_dalam permusuhan atau NON-KUOMBATAN (Penduduk
‘sipil). AR

. Periu di perhatikan bahwa dalam Sishankamrata terda-  ;
:pét_babakanmbabakan operasi, vyang apabila kita perhatikan_i
.'dapatlah ditarik dua kesimpulan sebacai berikut; (1) Babak-:
an Operasi Sishankam;ata yéng menyatakan : "Musuh masih be-
‘rada diluar wilayan nasional kita, baik di-wilaysh-sendiri
maupun dalam perjalanan menuju ke wilayah nasional kita."

Dalam hal lain menunjukkan bahwua sangketa bersenjaté dapat

teriadi telab melampaul batas~batas wilayah nasional negara

Bliggen TNI-AD (Purn) GPH. Haryomataram, SH., Hukum
Humaniter ( Jakarta : Psnerbit CV Rajawali, 1984), pp. L70-—
T80, 184.




: i1n1 menunjukkan adanya suatu pengakuan bahua kemungklnaﬁ

'"f,terjadl ullayah pendudukan musuh ‘di- ullayah negara RI, 'dah

' Deﬂgén déhikiéﬁ;@if&ﬁm ¢ari,5éngketa_hersenjata'yané

1kamra;a yang meny -.“Fusuh berha51l menguasal sebagl

_~ an;,sebag1an besar atau seluruh uilayah nas;onal klta." Hal

¥ 3'masa1ah pendudukan musuh akan mellbatkan pula Hukum: Sengke—f;;f

'-ta Bersen3ata.

£ Dengan mendasarl k85lmpulan di atas, . maka pada saa{"f
: sengkata bersenjata dl ullayah negara RI dimungkinkan terjafc“

di adanya dua u;layah_pokuk yaitu : (1) Wilayah Pendudukan,  f

dan (2) Wilayah Perlauanan.

' Kita mengetahul bahwa pada prinsipnya bangsa Indone—zi-
 sia TIDAK MENGENAL adanya WILAYAH PENDUDUKAN {lihat pasal 4‘f!;
"ayat 1 UU No.20 tahun.lQBZ). Namun untuk masalah ini,bangf:;::
" sa Indonesia sudah memperbhitungkannya. ﬁungkin”saja“terja~:
di wilayah pendudukan {(yang diduduki) musuh di wilayah Indo
nesia ini. Hal ini telah kita lihat dalam habakan-babakan
Operasi Sishankamrata di atas. Hanya saja bila terjadi ada -

nva wilayah ini (yang diduduki) di Indonesia, hal ini tidak

lah lain karena adanya penggunaan TAKTIK BERTEMPUR bBbangsa
Indﬂhesia yang didasarkan kepada pemikiran strategis "menu-

kar ruang dengan waktu' untuk mencapal keseimbangan kekuat-—

an tempur. Jadi bukan sebagal akibat dari "Penyerahan Wila




' * maka sebenarnya dapatlah dlpertanyakan° Bagalmanakah kaltan

zaﬁnya antara FUHQSL kepoilslan_ dengan kedua ullayah tersebut

47

.’yéh " Dengan mellhat adanya dua u1layah yang dapat berlakuf

"pada saat seng&eta bers@njata terjadl di ullayah negara RI“*

f d;_atas (ullayah psndudukan dan wilayah perlauaﬂan).

. Kalau kita, kembali kepada masalah fungsi kepolisian:;& 

”sebagal ?ung51 kenegaraan yang berada.pada. fungsi. aksekut1€ ﬂf 

atau kekuasaan pemerintah, maka sudah jelas bahwa fungsi ke  :
ﬁqlisian ini haruslah berlakue di kedua uilayah ipi, karena ¥1
'  kedua wilayah tersebut ‘termasuk dalém‘ lingkup kedaulatan ;,

 §tas.uilayah negara dari Pemerintah RI.

. Di samping itu kita mengetehui bahua fungsi kepolisgil
én melekst pada lembagas Polri. Dengan demikian maka Polri
sebagai pengemban Ffungsi kepolisian secara ideal haruslah
‘tetap menjalankan "tugas negara' baik di ullayah pendudukan
maupun di wilayah pearlauanan,

Hal ini sesuai dengan adaglum yang menyatakarn: "3Seka
lipun langit akan runtubh, pada prinsiﬁnya di suatu negara
hukum, hukum harus di tegakkan' (Fiat Justitia Ruat Coslum).
Jadi hukum harus di tegakkan walaupun pada masa sengketa

herseniata,.

Untuk itu tidaklah berarti bahwa "dalam perang (seng
keta bersenjata) akan lenyap segala hukum” (Inter Arma S5i
lent Leges), akan tetapi justru sebaliknya bahuwa dalam pe-

rang (sengketa bersenjata) dibutubkan adanya hukum,




:: _u1layah MTlayah pada saau sengketa bersenjata dztzn-?

ﬂn*fJau darl Hukum Sengketa Bersenjata. -J} 

_furan Perana dl Darat):

' ﬂtahun 1899/1907,_meﬁgatur tentang ”perllnduﬂgan penuf

'iduduk Slpll dl ullayah yang dldudukl” (pasal 42~ 56) . ia5ﬂ

“fSebenarnya judul darl: pasal pasal tersebut dl atasf{ff 

; adalah "masaleh pendudukan“ (karena di dalamnya memufftﬁ

'.:at masalah masalah yang menyangkut perlindungan penm:f;'

  duduk 51p11 maka baalan ind -~ dapat iuga dlgolongkan{ﬁh'

.sebagal baglan darl masalah perTLndungan penduduk s;ifjj

pll) Konvensi Jenewa IV tahuﬂ 1949 memasukkan bagl' 

'_an ini dalam ‘ketentuan -bag;an 111 Seksi I1I dengan_ fE

judul tyilayah-wilayah yang diduduki' (pasal 47-74) o

| Yang pgrlu $endapatkam perhatian dari uraian—,:;
Q:aian di afas adaiah tentang adanya ketentuanvketeg;
tuan dari dua.ketehtuan internasional vang berbeda
namun mengatur masalah yang sama. «Dalam-had ini.uen-
‘tuk pemecahannya perlu kita linat dari:

bertama : Ketentuan pasal 134 Konvensi Jensua IV ta-

hun 1949 yang menyatakan;

Hoasal 154:

Dalam hubungan-~hubungan antara negara-negara
yang terikat oleh Konvensi Den Haag mengenal
Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat,dan yang
menjadi peserta pada konvensi ini akan meru-—
pakan tambahan pada Bab II dari perauuran pe




: 'raturan yang tarlamplr pada KGHUEWST Den Ha

ag tDrsebut dl atas." 5

':'Komentar:ﬁror Dr. Machtar Kusumaatmadaa ten

Tltang maSalah "ullayahEyahg_didudukl" sebagal berlku;

_'Dengan demlkla_,v_ ka kenentuan ketentuan 3
Ciingwa mengenai resim . ullayah yang - diduduk
7 yang akan: dibahas" di bawan ini, dalam banyak

~:hal '‘merupakan tambahan,. -penysmpurnaan, darn:

”tperlnclan darlpada;

ketentuan-ketentuan

Den:

."Haag vanog

°:yah musuh

bertailan dengan Denduéukan u;l_"

6

Katl@a ='K°m9”tar7éari Brigjen TNIwAD (Purn) GPH.Ha¢1f7-

:  yomataram, SH tencang ke»entuan dalam pasal 154 Kanmi ?
””vensl Jeneua IV tahun 1949 snbaga; berlkut,

:"Dengan adaﬂya ketentuan ini 'maka Seksi IIIQ';
- {pasal 4&47- 74) dari Konvensi Jenewa ke 4 yang
. mengatur wilayah yang diduduki, menambah ke-—
“tentuan tentang ‘wilayah yang diduduki yang:
terdapat dalam Hague Regulations. Ketentuap -
ketentuan yang penting ... dalam Hague Regu— . -
.latiogns antars lain adalah: tentang kapan su
. atu wilayah telah dianggap ssbagai occupied
~territory {pasal 42). ...Dalam praktek, pen-—. .
dudukan dimulai dengan diumumkannya suatu
pernyataan ...oleh tentara pesdudukan. ..o
jadi adanya pendudukan ... tidak ~memerlukan
_persetujuan dari pihak yang diduduki,...yang
beralin ke tangan occupant, nada umumnya
dikatakan 7

* 00

...adalah kekuasaan de facto.

Dengan uraian pasal 154 Konvensi Jenewa ks IV

SPIGF..DI. fochtar Kusumaatmadja.,

Palang Merah Th 1949 (Bandung:

Konvensi-Konvensi
Binacipta, 1979), p. 316,

b1pid.,

7arigjen TNI-AD {(Purn) GPH.

pp. 189-190.

ppa 96‘;_‘95-»

SHe 0

Haryomataram, LCit




e IU d.‘l. atas :

'tTfIU tahua 1949 dan dlhubungkan dengan kEuentuan Prote;

°< ftahun 1949 dl atas Jelaslah bahua Kanuens; Jenaua ke

merupakan kemplemnn da Hague Reguiat

Dan selanjutnya tullsan lﬂliiééﬁpiiéf?etakka

fgfltlk berat scrotan kepada masalah ”uzlayah yang dl

: duduk1”~_sebaga1maﬂa terdapat dalan KDﬂUEﬂSl Jenewé]

':knl Tambahan Jeneua I tahun 1877. Untuk pembahasa:ﬁ

';1n1 panulls membaglnya dalam dua baglan yaitu: Masa+ Qi 

f  flah Penguasaan Pendudukan dan ﬁasalah Penegakkan Hu—*ﬁf |

f kum, ebagal berikut* i

Masalah Panguasaan Peﬂdudukéﬂ;

Pertama-tama akan penulis kemukakan komenta:f-;
~dari prQF-Dr-.moghtaf_KuSuméatmadja mengenail hal-hal
yang berhubungan dengan masalah ini sebagai bEfikut;;fI

"owe..Titik berat ketentuan-ketentuan mengenai - =
.. resim pendudukan diletakkan pada perlindung-—..:.
an diri dan kesejahterazn penduduk sipil. Sa =
iah satu ketentuan pokok seksi ini terdapat .. -
dalam pasal 47. ...Ketentuan di atas menekag
kan sifat sementara daripada pendudukan, dan
terbatasnya hak-hak kekuasaan pendudukan, (ug
. wenang penguasa pendudukan, penulls) karena'
pendudukan tidak mengakibatkan pergantian ke
daulatan atas wilayah yang diduduki. Salah—
satn. akibhat daci  keadaan hukum ini adalabh

bahwua kekuasaan pendudukan sedapat mungkin
harus membiarkan pemerintahan, sistim ekono-~
mi, sistim hukum, dan peradilan serta kehidy
pan umum sebagaimana mereka dapatli waktu mepn-
duduki wilayah itu." 8

Bpraf.ﬁr. Mochtar Kusumaatimadja., O0p.Cit., p. 95.

Rt o




Kalau klta perhatlkan komentar dl atas, menun

:-*Jukkan kepada klta bahua penguasaan penduduxan ber51

J”Fat sementara dan terbatasnya penguasaan pendudukan;

!Pada pasal-pasal laln darl Konuen51 Eeneua TU tahuﬁ
:f?1949 klta dapat me?lhat téntang terbatasnya.pamgua—ﬁ
'1saan pendudukan tersemut antara laln pada.l :
ﬁPasal 51 -ﬁeﬂgena; larangan ;untuk -memaksé_ orﬁqg—  %f~
”f'?ﬁrang y§5g. di;indung;,lunuuk berdinas dg&uj ;
 iam Ang%atan Bersenjata = atau dinas—dinas f:
_fgadtpbdgé? Pglaﬁggaran pénguasa 3epangS H
-méﬁbéntukvorganisasi pembantu .teﬂtara $
#ETA (Pembela Tanah Air) bagi orang-orang
Inaon@sia pada zaman Jepang dulu.
Pasal 53 : Mengenal .larangan pengrusakan terhadap
. benda~benda bergerak atau tfetap, wmilik
orang sipil persecrangan atau  Kolektif
atau milik negara, kecuall bila pengrusa-
kan tersebut diperlukan oleh operasi-ope-—
rasi militer.

Pasal 54 : fMengenai larangan untuk merobah kedudukan

pegawal negeri atau hakim, atau dengan ca
ra bagaimanapun menggunakan sanksi atau
mengambil tindakan paksaan atau tindakan

diskriminasl apapun terhadap mereka, apa-




..gila'mareka tiﬁak_meiakaaﬁ_tugasnya kargi,
. 5? alasaﬁ hati nuréni_meféka. Akan teta;;;
"-.}ﬁi.peﬁQUQSauééﬁdudukéﬁ berBék_untuk meme%
"5; ;§é#tmg:eka”§é?i jabaﬁ?pﬁyé,;'
ﬁaié%wpésal'Sﬁ ai.atas.kedua §a£agraF yang ;iﬁ

7 tu dengan yahg lainnya bertentangah. Dengan demiki- :ff

-an dapatléhfaikatakan bahwa sebenarnya bagi para PE"_iiﬁ:

gawai atau hakim tersebut di atas TIDAK MENDAPATKAN =

jaminan hukum.

flasalah pembatasan penguasaan pendudukan di g-.35

e, tidak.ﬁanutup adanya kemungkinan tindakan-tinda
kan penguasa pendudukan  demi kepentingannya semata~
. mata. Sepsrti wntuk pasal 53: Pengrusakan tersebut
dapat sajé dilakukan bila dibutuhkan oleh operasi-c-—
perasi militer. Kemudian untuk pasal 54: Bagli Pengu
asa pendudukan tidak mempunyal keharusan untuk mem-
pertahankan pejabat-pejabat pihak yang ‘diduduki pada
kadudukan mereka apabils hal itu bertentangan dengan
keinginan mereka atau kekuasaan pendudukan.9 Di sam

ping itu, tidak menutup kemungkinan mereka (pegawai/

hakim) dirampas kemerdekaannya dengan dimasukkan da-

lam tahanan (diinternir) sebagai tindakan administra

tif (preventif) penguasa pendudukan., Untuk sampai

Ibid.




L H:perang.; Yang menjadl masalah adalah bagl para pega.

:i iual/hak1m Yang dlpecat darz jahatannya tanpa dlsertaf

: zaraf ini (dllnternlr) Konuen51 Jeneua iy tahun 1949_
-;(pasal ?9 135) memberﬂkan janlnan kapada para lntar:

:nlran tentang hak hak yang sama ﬁengan para tauaﬂaﬂ’

3 tlndaﬁan tlndakan admlnlstratlf lalnnya, bagalmané f£
fnaSlb mereka itu 7 Penulls berpendapat, sebalknyaiE  .
_bag@_papa psgaual/hakim ‘yang dipecatﬂoleh penguas%ijff
| pendudukan te:sebut_DAPATANENYAﬁPAiKAN tindakan~tin§f}$E 

'.dakén ﬁenguasa pendudukan kepada .Lembaga Falang Mé;  :'

 rah Internaszonal yang beruenang. Hal ini meng1ngatf;f

fbahua : (1) Tindakan penguasa pendudukan tersebut te?ﬁ5'

lah mengancam azas kontinuitas hukum dan peradilan .

-_éebagaimana hendak dicapai“atau telah_diberikan pada

pasal 64 Kanvensi Jenewa IV tahun 1949;(2) Adanya tu -
gas—tugas yang menjadi tujuan dan tanggung-jawab Ko—__i_

mite Internasional Palang Mezah,~sebagaimane“termuat.
dalam pasal 30 Kamuénsi Jenewa I¥ dan telah diurai-

kan aoleh Syahmin AK, SH sabagail berikut;

"Tujuen utamanya (Komite Internasional Palang

Merah, penulis} adalah untuk melindungi =]
rang-arang y yang sudah berhenti berlaga {Hors

ol

L ] i_.un [ = uc.:_..c'_x% |2 :..;.:'\Ci-;—&\i bG,ﬁ--ﬁC‘;ll‘ijﬁ, ;’\C;\J;i
na luka, sakit atau telazah tertawan, jangan
sampail mereska i aniaya atau dipsrlakukan s=a
WENENg~WEeNang. Untuk maksud itu Komite In=-
ternasional Palang Merah selalu minta ijin
pada pemerintah suatu negara yang terlibat
langsung dalam sengketa bersenjata untuk me-
ngunjungi kamp-kamp tawanan perang, kamp in-




~terniran atau kamp tauvanan politik yang ada
.di,negara yang bersangkutan., = ...Dalam prak=
otek, lazimnya hasil™ kunjungan/ pemeriksaan
"iyang telah ollakukan secara . oObyektif tidak

 1{fd1ununkan tatapl ‘disegrahkan kepada pemerin

tah negara‘yang: bersangkutan ‘disertai-dengan
suaty rekomendasi-ke ‘arah-perbaikan nasib pa

“ira tawanan tersebut.“g;..Sacara garis besar
‘nya tugas-tugas Komite Internasional Palang

. Merah tersebut adalah; (2) Berusaha melindu-.
. ngi tawanan akibat sengketa bersenjata ; (b)) ...~
" Berusaha mencegah pelanggaran atas KonvenSL—f_ 
~w-kgnvensi Jenewa; {c) flenjadi perantara ..atasu o
" " ‘penengah antara pihak-pihak yang bersengketa*{'

‘(d) Meneliti dan memberi pengakuan atas per=. .~

hlmpunan Palang Merah N3510nal ® 10

Pratokcl Tambahan.'zeneua I tahun 1577 tidaki;
nangatur secara khusus ‘masalah ullayah yang dlduduklii”
.sedangkaﬂ ketentuan tentang pembatasan—-pembaiasan ge:f.
S nguasaan pendudukan antara lain terdapat dalam pasal_ 
63 tentang "Pertahanan Sipil @i Wilayah yang gidudu-
'ki," menyatakan : "Penguasa Pendudukan tidak boleh.-
.msrubah_struktur atau anggauta-anggauta dari arganie;f 

sasi-organisasi tersebut dengan cara apapun yang -da-

pat membahayakan pelaksanaan tugas mereka secara ef-

fisien.”

Masalah Penegakkan Hukum;

Halid Udsdiliiya Hidsalan paiiggaiKan uarkual g bai

rangka sengketa bersenjatas dapat dilihat dari bebesra

lDSyahmiﬂo AK, SH., Hukum Internasional Humaniter I1I

Bagian Khusus (Bandung : Penerbif Armico Bandung, 1985),pp.

18~11,




:pa.suﬁut pandaﬂgén'éeﬁééai'beﬁikut_: '(l).ﬁari_suduﬁé
_nukum yaﬂg ha:us d;tegakkaﬂ. TDalam hal-iniiakén tef:
'._bagl dalam }_ Hukun Sangketa Bersenjata 1tu sendlrl
VLHukum Penguasa Pmndudﬁkan, dan Hukum Nagara yang dl
:';dudukl,. (2) Dari- sudut u;layah (tempat) dllangsungm
"kannya pmnﬂgakkaﬂ hukum balk dalam ullayah vang dldu3;L  

.dukl (pendudukan),_ uliayah perlawanan. ”ﬂa“nrwllayah?'f*

'perllndqngan; (3) Dari sudut  aparat penegak hukumf;_;
'(lembaéa) yang melaksanakan éenegakkan hukum (para?ff
'_pihak délam sengketa bersenjata itu sendiri).

E  :ﬁalam bagian ini penulis akan menyoroti masa~f 3 
lah ﬂ?eﬁegakkan Hukum" di wilayah yang diduduki (paﬁ
dudukan). Yang menjadi dasar dalam masalah penegak-.
kKan hukum di wilayah ini, bermula dari ketentuan pa-

sal 43 Peraturan Perang di Darat {(Hague Requlations)
tahun 1899/1907 yang antara lain menyebutkan; YBahua
Penguasa Pendudukaﬂ‘harus hgnghcrmati hukum yang ber
laku di wilayah pendudukan.' Perkembangan selanjut-—

nya dari ketentuan di atas, terdapat dalam pasal 64
Konvensi Jenewa IV fahun 1949 yang antara lain menyg .

butkan; (1). (a) Bahwa perundang-undangan Hukum Pida

na wilayah yang diduduki akan tetap berlaku, kecuali
bila tidak memungkinkan karemna mengancam keamanan{@g
nguasa Pendudukan, pen) atau merupakan penchalang ba

gl pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi, (b) Ban




~wa untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang effek~ﬁj?fﬂ

_ tlf naka pengadllan ULlayan yang dldudukl harus be“j_ﬁLT

f;irus melaku&an tugasnya bertallan dengan segala kEJa— JF“

”*   hatan yaﬂg d;atur mleh undang undang Hukum Pidana dl

'maksud, (2) Penguasa Pendudukan besruenang mengeluar~-*ﬁ7

kan peraturan- peraturan yang diperlukan untuk : (a)
-Dapat memenuhl kewajiban-kewajibannya menurut konven
si, {b) Dapat memelihara pemerintahan yang teratur .

dari wilaysh (yang diduduki, penulis), (c) Dapat men

jamin keamanan penguasa Pendudukan, anggauta dan hazb'.

‘ta milik Angkatan Perang (tentara) atau pemerintah
pehdudukan dan juga untuk keamanan gedung-gedung dan
saluran—-saluran perhubungan yang mereka pergunakan.,
Dengan demikian dimungkinkan terjadinya dua
kewenangan dalam rangka penegakkan hukum di wilayah
ini. Akan tetapi untuk masalah hukum dan pengadilan
dari pihak yang diduduki berada dalam keadaan (posi-
si)yang lemah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya
weuenang penguasa pendudukan untuk mengeluarkan pera
turan-peraturan, memelihara pemsrintahan yang tera-

tur, menyerahkan perkara kepaca Pengadilan Militer

{pasal 66) dan jugas adanya wewenang untuk memecat pe
gawai negeri atau hakim (pasal 54)., Dapatlah dikata
kan disini bahwa penguasa pendudukan cenderung untuk

menggunrakan lembaga Badan Peradilan Militernya dalam




fS?n

:méneﬁakkaﬂ hukum penguasa penduaﬁkan (llhau pasal 66“
- jo pasal 17 dan ?3) termasuk untuk penyelesalaﬁ pe:_
1:langgaran~ pelanggaran ketentuan konuen51 (pasal &9.
;ftKDnvenSl I) dan uawanan perang (pasal lDS_Kanensgj

111)

'2._ Wilayzh Perlindungan,

:Dalam sﬁatu seﬁgketa berssnjata biasanya ter% ;'
dapat juga wilayah-wilayah perlindungan, yaitu suatu.”
~daerah yang tidak dijadikan sasaran ogérasi~ operasi
militer, ﬁéksudnya diadskan daerah ini adalah untuk
-ﬁembarikan“jaminan perlindungan yang lebih besar kE;Lg 
pada penduduk sipil termasuk mereka-mereka yang lew.
mah, sakit, dan luka serta perlindungan terhadap ge-
dung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, ba-
rang seni, ilmiah dan monumen sejarah,

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 -mengatur ten-
tang adanva daerahwaaerah keselamatan atau rumah sa-
kit (Hospital and safety zones and localities; pasal
14) dan juga mengatur adanya daerah yang dinetrali-

sir.(nautralized zones; pasal 15}, Sedangkan Peratu

ran Perang di Darat tahun 189%/1907 (Hague Regulati-
ons; pasal 25) dan Protokol Tambahan Jenewza T tahun
1977 mengatur tentang adanya wilayah yang tidak di-

pertahankan (pasal 55) dan wilayah demiiiterisasi




' (pasal 680). Protokol Tambahan Jenewa 1 tahbun 19??{
ﬂg.mamberlkan petun;uk- dlbenarﬁannya_ pasukan— pasukan; S
 p0izs1 berada dl ullayah yang tldak dlpertahankanf

3 dan dl ullayah demlllter15851 dalam hal menjaga keau

-manaﬁ dan ketert;ban umum.
Fasalah ”uzlayah yang tldaﬁ dlpertahankan" dl?;f
aﬁés, sebagaimana .terdapat dalam-pasal 25 Peraturan ff;
_Pe:éﬂg dli Darat dikenal sebagal "Daoktrin Kota TerbuH:;ﬁ
- ka," sebagaimana dijelaskan T. Sabi Oebit SH sebagai
berikut; |

"Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 PFeratu-
‘ran Perang di Darai yang menyatakan: Larang-
an melakukan penyerangan atau pemboman terha
dap kota-kota terbuka (tidak dipersenijatai),
desa~-desa, tempat tinggal ateu gedung-gedung
yang tidak dipertaharkan., Ketentuan ini me-
rupakan "Doktrin Kata Terbuka"(Open City BDoc
trine) yang mewajibkan semua para kambatan
dan alat-alat operasi seperti altileri, kava
leri, pasukan militer lainnya harus menlng—
galkan kota yang telah dinyatakan sebagai ko
ta terbuka. ...dalam pasal 27 ...menyatakan:
Dalam tindakan penyerangan dan pemboman, "se-
mua usaha harus diambil gunes menyelamatkan
szjauh mungkin gedunco- gedung vang berhubu-—
ngan dengan ksagamaan, barang seni, .ilmiah.,
atau yang bertujuan kemanusiaan, monumen se—
jarah ...dengan ketentuan barang-barang ter-
sabut tidak digunakan pada saat itu untuk tuy
juar militexr.'" 11

Dengan demikian dapatlah dikatakan hahua wila

llTo Sabi Oebit, SH., Bsberapa Ketentuan Hukum Perang
di Darat dan Perkeambangannya, dalam Syanmin. AX, 3H., =t al,
ed., Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum (Bandung: Pe
nerbit CV Armico Bandung, 198%), pp. 63-6&4,




_jyah perllndungan tersebut memberlkan jamlnan perllh;
'f;dumgan 1nuern351anal yang leblh balk blla dibandzng
* kan dengan Ullayah ullayah yang lalnnya, karena terz

sggjhlndar darl serangan maupun opara51 cpera51 mlllte

ﬂ'naupun p01151 dapat menjalankan Fungsznya lebih. sem—?

lalnnya. Dl samplng 1tu aparauur pemerlntahan 51pll;f;j*

ff purna karﬂna d?llndungl Hukum Internas;onal, _Dengan _ﬂ1;
.pe:kataan_laln_dl u1layah 1n1 merupakan wilayan per~ ﬁ;.

flindungan kemanusiaan dalam arti yang'seluas—luasﬂya.ﬁ 

-Sebagai.gambaran kita lihat isi dari pasal 59:Lf_

" §yat 2 dan 3 Protokol Tambahan Jenewa. I tahun 1977,

“:sebaga1 ber;kut

-"?asal 59
Ayat (2} .
Penguasa yang berwenang suatu pihak yang ber
sengketa dapat mengumumkan suatu wilayah
yang tidak dipertahankan setiap tempat vyang
berpenduduk vang terletak di dekat atau dida
~lam suatuy wilayah dimana Angkatan Bersenjata

bertempur, vang terbuka untuk pendudukan o-—  J

leh suatu pihak lawan. Wilayah yang demiki-

an harus memenuhl syarat-syarat sebagai beri

kut;

a. Semua kombatan, baik kesenjatazan mobil-:mz
vpun glat-alat perlengkapan militer mobil
haruslah diungsikan;

b. Bangunan-bangunan atau gedung-gedung mili
ter tetap tidak boleh dipergunakan untuk
hal-hal yang bersifat permusuhan;

PR gUEsE et U pEdUtUR T I gE R B E Ten e Taky
kan tindakan-tindakan permusuban, dan

d., Tidak boleh melakukan kegiatan~ kegiatan
yang dapat menunjang operasi militer,

ayat {(3)

Di wilayah ini terdapat crang-orang yang di-

lindungi secara istimswa menurut korvensi

dan Protokol ini, dengan pasukan-pasukan po-




~lisi yang tetap bertugas dengan tujuan semaeff}§;
ta-mata memelihara hukum dan ketertiban, ti-. .
.dak bertentangan dengan syarat-syarat vyang -

terlestak dalam ayat (2)." 12

iiﬁ." ”-'Bebeiapa'ﬁasalah generapan fungsi kepolisian dalaﬁzfﬁf'

sengketa bersenjata di Negara Republik Indonesia.

Bab IV .sub A den B telah membahas secara singkat teE. ..

tang wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada saat sengketa' 
bersenjata terjadi. Kalau ditinjau darl sudut "Doktrin Per
tahanan Keamanan Negara™ (SISHANKAMRATA), maka ditemukan a-
dénya dua wilayah pokok yaitu wilayah pencdudukan dan wila-
yah parlauvanan, Sedangkan apabila kita tinjau dari sudut
"Hukum Sengketz Bersenjata, maka ditemukan adanya dua wi-
layah pokok yaltu wilayah pendudukan dan wilayah perlindu-
ngan.,

Bagaimanakah kita harus bersikap dalam menghadapi
kedua keadaan ini 7 Kedua-duanya sama~sama membahas masalah
sengketa‘ﬁersenjata, kedua-duanya sama-sama membahas masa—
lah wilayah-wilayah yang dapat berlaku dalam %uatu sengketa
bersenjatia. Dalsm pemecahannya kiranya kita harus kemba-

1i kepada masalah hubungan antara hukum internasional de-

ngan hukum nasicnal. Untuk ini penulis akan menampilkan

peﬂdépat dari Prof.br. Mochtar Kusumaatmadija, SH, LLM dalam

21bid., pp. 63-64.




bukunya “Pengantar Hukum Internaswanai Buku I Baglan Umum,“  7'5

sebagal berlkut,j;_f.ﬁ 3

'"K851mpulan bahwa hukum n851anal 1tu tunduk pada hu«f
crerkume 1ﬁtern851onal mau tidak mau’ harus: kita terima:
U kalau kita mengaku1 adanya hukum 1nterna51anal. e e
~oHukum Internasional’ sebagai suatu.sistem hukum yang:@ ..
o effektif. ‘dapat. kiranya dicarikan.. jauabannya berda=— . -
'sarkan praktek internasiognal. ... dewasa ini hukum . =
ipnternasional cukup memiliki kewibawaan terhadap hu =
kum nmasional untuk menyatakan bahwa pada umumnya hu
kum internasional itu ditaati dan hukum nasicnal l—t;;
~tu -pada hakekatnya tunduk pada hukum intern@dicndi.. o
s s Tunduknya negara’ pada * hukum internasional (yang -
berarti pengakuan primat hukum internasional atas '
hukum nasional) tidak usah berarti bahwa suatu negz
ra tidak dapat menjamin kepentingan~ k@pentlngannya
melalui perundang-undangan nasional.
JUD'1945 tidak memuat ketentuan yang demikian (men—
. pantumkan secara tegas bahua hukum internasional me
- rupakan bagian dari Aukum nasional, mengatasi atau
mengalahkan hukum nasional dalam hal ada pertenta-—
ngan, penulis). Hal imi tidak dapat dijadikan da-
sar untuk mengatakan bahwa kita tidak mengakul sy
permasi hukum internasicnal atas hukum nasional, a-
pa lagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut pen-
dirian bahwa hukum nasional mengatasl hukum interna
sional.

F- T I ) PR R R A N T O R T B Y B I R I A EIUEE R R B B B I @

Memang tak dapat disangkal bahua sebaiknya kita me-
ngundangkan apa yang sebagail pihak -peserta- sUstU
perjanjian telah mengikat kita apalagl apabila kela
laian untuk melakukan hal itu bisa menimbulkan kesu.
litan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku. Seballk
nya dapat dikemukakan bahwa dalam beberapa hal pe-
ngundangan demikian tidak terlalu perlu karena masa
‘lahnya tidak menyangkut banyak crang atau persoalan
nya sangat teknis dan ruang lingkup sangat terbatas
... Tetapil dalam beberapa hal menurut psndapat penuy

3 IR IS W S W ) = ﬁ—:a‘lﬂﬂ"\-l Wi -
2

.L..LD PG{&HUI!MGI!BQ!I dc...s.l.u ual t,..‘»t:i TTEETEY

lah "mutlak? diperlukan vyakni antara lain apabila
diperlukan perubahan dalam undang~undang nasional
yang langsung menyangkut hak warga- negara sebagail
perorangan.! 13

155 6f.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM., Pengan-
tar Hukum Internasional Buku I Bagisn Umum (Bandung Pener-
bit Binacinta, 1961), pp. 60-61, 69, 87-88.




Qlkaltkan dengan lﬂl, maka cukuo alasan bagl penulls:;;; 

.funtuk menggabungkan pandangan DDktrlﬂ Qertahaman Keamaﬂan;f°

L;Megara (Slshankamrata) dengan pandangan menurut Hukum Seng~

.  keta Qersenjataitenpang ullayah u;layah yang danau berlaku_

tpada saat sengketa bersengata, .menjadv tlga u1layah pakok ff'_

|  sebagal berlkut‘ (l) u;layah Dendudu&an, (2) Ullayan Parla—;l{

uanaﬂ, dan (3) U1layah Perllndungan._.

Yang menjadl masalah dalam pembahasan bagian ini ada ; '

lah bagaipana tentang PENERAPAN FUNGSI KEPOLISIAN di wila- .
yah—uilayah'sebagaimana tersebut di atas. balaﬁ hal ini pe =
nulis akan membahasnya secara sendiri- SEﬂdlrl di ketiga wl~ .
 layah tersebu» di atas yang dlka;tkan' dengan masalzah penes-

Tapan fungsi kep01151an.‘

1. Masalah penerapan fungsi kepolisian di wila-

yah pendudukan,

Dalam Bab IV sub A telan -disingguny bahu=
fumgsi kepaolisian sébagai fungsi kenegaraan melekat
.pada lembaga PCGLRI yang idealnya harus berlaku juga
gi wilayah pendudukan ini, - "Hukum dan Pengadilan,”

menurut pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 harus

tetap berjalan sepaniang tidak bertentangan dengan
fhlukum pendudukan di wilayah ini {Azas Kontinuitas Hu
kum dan Peradilan). Dengan demikian Hukum Sengkstia

Bersenjata memberikan wewenang khusus dan kemungkin-—




an—kemungklnan lalnnya dl ullayah gendudukan. ' Ha1f

:znl adalah untuk mencegah plhak penguasa pendudukan}

'”}r:bertlﬂdak seuenaﬂg uenang tarhadap penduduk 51p11

Yangnmenjad;_ 'Ji'_Republlk Ind't

hesla tén;ang fungsi kep01151an 1n1 ada?ah : Bagalﬁéff;"
 na.penerapaﬂ fungs; kepai;s;an dl uzlayah pendudukan?f?:
'.musuh Hal ini uldak akan terlepas dari Jlembaga kemigf
.:hegaraan pengemban Fun951 kepollslan d1 nagara ‘RI ya.,f.
ltu PDLRI._-' |
Perundang undangan na51onal telah nenunjukkan;_ﬁ
_bahua PGLﬁl merupakan baglan dari Angkatan Bersenjaw"f'
ta RI atau RBRI yaﬂg_anggauta"anggauLanya dltunduk~  
kan kepada Hukum Militer ({Hukum Pidana Militer, Hu-—
kum.Acara Pidana Militer dan Hukum Disiplin ﬁiliter).
dan juga menjadi justisiabel Peradilan Militer. Ke-—
‘ adaam_ini‘apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentu
an Hukum Sengketa Bersenjata khususnya pasal 43 Pro-—
tokal Tambahan Jeneswa I tahun 1977, maka status POL-—
RI termasuk dalam klasifikasi sebagail "Angkatan Ber-—
senjata" (Armed Forces) sebagaimana dimaksuc oleh pa

sal 43 di atas, dan juga secara otomatis anggauta-—

angpauta POLRI mempunyai status sebagai KOMBATAN yai
tu yang secara aktif turut serta dalam permusuhan
atau pertempuran., (lihat pembahasan Bab III sub B)

Status POLRI sebagai Angkatan Bérsenjata vang




: aﬂggauta anggautanya merupakan KDHBATﬂN 1n1, klranyaf

'z'perlu klta perbandlngkan dengan pandangan darl Keml—;_

.  51 Peﬁér"nuah' uentang PGLISI d£ Smedla yang dapati

_.jklua llhat dalam {he ReDbrt (SDU 19?9' 75) by The Gev

'-uernmental Comm1551on on tne Pulice sebagal ber;kut‘f«f-;

”'”The Comm1551on has alse glUﬂn' attentlcn lnj]ff

its report to aspects of International Law

with regard: ‘to the status- of -the police in—
Jartime. The gquestion is only sparsely trea =
_ted in the system of rules of International
law, which contains no provisicns concerning @ ..

the position of-the police ip an armed con-

flict. It is therefore up to each govern-—
ment, through its oun legislation and organi -
zation, to - define what status the police
~ shall have in war situations. But it is im— -
. portanb from the point of view of Internatio -
“Aal Law to establish whether and, in such .
case, to what sxtent the police shall engage
in combat in defence against aggression by
fore;an m11ltary forces. 1f the police are
to have this duty, they musi have the lecal
‘Status of combatants., Otheruise they will
- Tack the protection afforded in general to
combatants under International Law." (kursip
pnenuiis) L&

Dikaitkan dengan ini jelas bahwa POLRI kita
sesuai UU No.l3 tahun 1961 jo UU No.3/PNPS/1965 dan
U No.20 tahun 1982 pasal 43 dan 45 {sebagai perun-

dang-undangan nasional) dalam suatu sengketa bersen-

o RTS8, L, ) )] ) . - LA L0 LB ) 13
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Jata  anait fl [ O M

bagai konsekwensinya maka POLRI (anggauta~ anggauta-—

Y44inistry of Justice., The Role of the Police
tal Defence (A Summary) (Stockholm.: The Report by the
Governmental Commission on the Police, 1979), pp. 4-5,

in 10
1975




S ﬂya) haruslah d;berlkan tugas-bugas tempur agar men—;
.Ldapatkan perllndungan 1nterna51on31 |

Perlu alpertanyakan mengenal keaudukan Polrl

“-ifjsebagal KGMBATAN tersebut dl abas.;i Pada masa dama;

'“fmaupun pada masa sengkeua bersenjata  PDLRI klta se*:_;g
1;nantlasa mﬁlaksanakaﬂ~tugasnya,_ apakah ﬁ"l ini_beffi{i
 t°ntaﬁgan.dengan Hukum Semgketa ersenjata ? Untukf :_
ebagal Jauabannya klta perlu mellhat halﬂ hal secawffi
_ ga;_ber;kut, r |
. é. C Bahua-Hukum Sengketa Beréenjata mengaa"
ftur peiakquélaku éémgketa befsenjata(p@rang_}_'ﬂ'=
dalam suatu sengkeLg bersenjata.-.3uga.termaéﬁi
'suk cara-cara memberikan perllnuungan bagi pe
laku (kombatan) maupun pihak-pihak yang tidak
turut lagi bertempur (hors de combat) dan pen
duduk sipil. .
b. Bahwaz POLRI dalam - melaksanakan tuoss—
nya (fungsi kepolisian) adalah tefap, baik da
lam masa damal maupun Mmasa sengketa bersenjéa

e

L&

C. Sebagail KOMBATAN ftugas POLRI dalam ma-

sa sengketa bersenjata adalah turut aktit ber
tempur. Akibatnva adalanh ie tetap dipesrlaku-

kan sebagai kombatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tu




';"gas tugas Palrl sebagal Angkatan Bersenjata Republlk 

'aj;zndan951a (KGMBATRN) dl masa damal déﬁfgdalgm}masé

a1ah TIDAK BERTENTANGAN denga 

'isengketa barsenjaua ad

fHukum Sedgketa Bersenjaba;, Sedangka_ tugas P01r1 da

B f  1ém.masa.sengkaua bersenjata teruzama dalam ullayahfr;h
.5f;péndudukan tldak dapat ﬁelaksanakan Fung51 kepolLSL*;f;i
mfféh“ Uralan dl atas mmnungukkan bahua PDlrl gada nai  

i;é éeﬁgketa bersenjata tldak ﬁapat malaksanakan fung;f
-g;sg_k8991l513n dl ullayah penduqukanf musuh, karena” ”
 status'P0lf? adalah sebagai.'ﬁohﬁatan, 'atau'd95955 ,

 fperkauaan 1aln bahua penerapan Fung51 kepolisian paw 
da masa sengketa bersangaua tldak dapat dllaksanakan_” 
'bleh lembaga Polri sebagai lembaga umum pengemban

fungsi kepolisian.

Fungsi kepgliaian {POLRI) di wilayah pendudukan.
Kiranya dalam masalah penerapan fungsi kepoli

sian di wilayah pendudukan musuh ini, perlu kita.per

bandingkan dengan keadzsan di Swedia mengenai tugas

polisi di wilayah pendudukan musuh.

SuEgTE mEminrs TR e T uanT Uy EIT e R Ut es

polisi di wilavah pendudukan musuh, dimana pada saat
terjadi sangketa bersenjata POLISI HARUS TETAP TING-
GAL untuk terus melangsungkan kewajibannya yaitu:"me

melihara ketertiban dan keamanan umum,' Hal ini di-




..dasarkan kepada pertmmbangan pert;mbangan antara la_;
3_ ( ) ApabJJa PD]ZLS.'.L bgrh@ntl bel‘fungs.}., ._ m&lka ;je—-..'. §
-~f;nguasa DﬁﬂdUdUkaﬂ deﬂgan pastl akan menggunakan lem;

:;ﬂbaga kepollslannya senGlr1 dalam memellhara ketertlb

'-}an dan keamanan umum, sehlngga dapat ﬁEﬂJUIUS kepada ;f"

. 11ndakan tlndakan kegam terhadap penduduk sipil; (b)

'.:Adanya p@rkembangan--1nterﬂaslonal- maugun ﬁgngketaH ﬂf
-T_bersenjata (perang) yang melibatkan PERANAN polisiiff

¢+ dalam perang, seperti: Deklarasi yang ‘diterima oleh.

'Parliamentary Assembly dari Ccuncil = of Europe yaﬂg "'

' her131' "Banua saorang polisi akan memenuhl tugas kg

uag;bannya demi kepenuﬂngan penduduk sipil, untuk mg.' 
lindungi jiua dan harta bendanya baik dalam masa pe-
rang maupun pendudukan." ; (c) Adanya penilaian term.
~hadap tugas-tugas polisi yang harus diringankan dari
kewajiban-kewajiban yang tidak ada hubungannya de-
ngan pekerjaannva, karena manfaat-manfaat yang dapat
diberikan oleh polisi di wilayab pendudukan musuh,ha
nya dapat dicapal apsbila peranan polisi itu BUKAN
TEMPUR (Nen Combatant) atau sekurang—kuranghya terba

tas peranan tempurnya yalitu hanya diberikan kepada

poclisi apabila benar-benar mutlak perlu,
Pertimbangan-pertimbangan di atas adalah sa-
ngat berpengaruh dan dapat merubah pandangan-pandang

an yang selama ini hidupg di Suedia seperti antara la




.il ( ) Argumentasm Apan%ia lelSl ber?ungs; dl Ul.
jlayah pendudukan, resmko utama akan tergadl sebagal

“-Qaklbat darl be:macama ﬂacam ancaman adalan p@llSl

' fakan_d:paksa.untuk.membantu.penguasa pendudukan, ﬁa
kﬁjuga lembaga.;tu sendlr;l'akan dllﬂflltrasl oleh muﬂ
éuh : Hal hal SEDEItl luu dalam suatu saat tertentu;ff
- ékan ﬁenumgang aktifitas. musuh (b) Adanya saran yang;i 
“éangab harpengaruh yaltu bahua para penguasa khusus}i
ha:ug;menxnggalkan wilayah (ter;tory) di bawah anc§ﬂ 2
'.an_pendudukan.ls
' lealtkaﬂ dengan ini maka jelaslan bahua semafff
gal aklmat darl Polri Lank dapat melaksanakan Fungw;:”
si kepolisian di wilayah pendudukan, pihak penguasa-
pendudukan akan menggunékan lembaga kepolisiannya
sgndiri dalam rangka memellhara keamanan dan keter-
tiban umum di wiliayah pendudukan, Hal ini sudah da-
pat dibayangkan kecenderungan penguasa psndudukan ug.
tuk bertindak sewenang- wenang terhadap penduduk si-
pil yang ada di wilayah pendudukan, mereka tidak a-
kan mendapatkan perlindumngan dari tindakan-tindakan

kekerasan penguasa pendudukan, tidak akan ada yang

mambela kespentingan penduduk sendiri. Fengalaman-—

pengalaman selama Perang Dunia ke II teslsh memberi-

Brvid., pp. 3-5, 8-10, 14,




kan gambaran kepada klta bagalﬂana kegamnya penguasajt

pendudean terhadap penduduk 51pll sebaga;mana;d;uf;

' 5:SH sebagal berlkutf f:*"”

L ”Selama Peran' gke IIj klta-llhat ‘tidak:
Z;Tfsa3a banyaknya korban -yang: ‘telan’ jatuh bagi’
'fhim351ng masing. pihak. yang ‘berperang, tapi. ju= i

‘ga: tindakan=tindakan plhak"Plhak ‘Jerman yang o0
: _'sangat Kejam. ~terhadep...pihak lawan termasuk .

“ . pihak Yahudiwaktu 1tu,_’demikian juga pada i
ciwanita-‘dan. anak- anak ~yang selalu di “tangkap
Loadan dltahannya ‘dalam kamp- kamp yang sangat o

Wmenakutkan baik yang di-Jerman maupun di Wi= T
Tayan-wilayan yang didudukinya. Perlindungan - -

“‘terhadap orang-orang sipil - ‘tidak ada demiki- .

- -an -juga perlakuan yang wajar isrhadap para -
tawanan perang . - dan 1nterﬂ1ranpun tldak ada. -

'.(kur51p penulls) 18

Keadaan wargé nﬂgara Ri di u1layah pendudukan  f
Sebagalmana dlgambarkan dl atas, menurut penulis ad5. 
~lah bukan merupakan tuguan darl Pemerintah Negara RI
'kérena ualaumbﬁﬁﬁfmanapun Jjuga %euajiban Pemerintah
édalah melindungl warga negaranva - dimanapun ia her-
" ada. Dah untuk ini telah diatur dalam Undang-undang
No.13 tahun 1961 yaﬁg merupakan tugas POLRI kita.
Dengan demikian maka Jjelaslah bahwa  negara
(Pemerintah) Republik Indonesia, bertujuan untuk me-

lindungi segenap warga negaranya, termasuk warga ne-

gara RI vyang berada di wilayah pendudukan bila seng

lST. Sabi Qebit, SH., Suatu Tinjauan tempat Hukum Hu

maniter dalam hubungannya dengan Hukum Perang/Hukum Senggg
ta Bersenjata {Jakarta: Babinkum ABRI, 1982}, p. 8.




" keta bersenjata terjadi. . .

ﬁ.f;égg"' Masalah peneragan Fgﬁgéifgépﬁligiénfdiugi;a;

yah Perlawanam

IULlayah 151 mérupakan ulla}éﬁ.ﬁéf£empuran(com o
T,;bét zone) d;nana komponeﬂ komponen Hankamneg melaksa? ;
:nakan rungsl funQSl tempur.“ Dl samplna 1tu Danduduki?~
” 51911 dan kompmnen pelaasana fUHQSL kemanus1aan d1u1:=
.:layah ini akan tetap msndapatkan perllndungan sebae  
.ga;mana d tentukan dalam Hukum Sengketa Bersenjata.€  .

U1iayah perlawaﬁaﬂ ini kaiau kita dalami, seﬂ  
:bgﬁarﬂya ada dua bentuk u1layah perlauanan yaltu:(a) ”
' Uiiayah_perlauaﬁan yang masih belum diduduki,,dén f
(b) Uilayéh perlawanan yang mungkin juga menjadi wi-
i iayah penéudukéﬁ.

Satu hal yang-menjédi pertanysan ialah : Apa-
kah perlawanan yang dilaskukan di wilayah pendudukan
dan wilayah yang masih belum diduduki dibenarkén me -
nurut Hukum Sengkesta Bersenjata ? Untuk ini kita ha
rus melihat ketentuan pasal 4 Kopnvensi Jenswa III ta

humn 1945 dan pasal 45, 46 Protokol Tambahan Jenewa 1

tahun 1877, sebagaimana dikemukakan oleh T. Sabi Je-
bit, SH sebagai berikut;

"Pasal 4

Tawanan Perang dalam Konvensi 1ini adaiah
crang-cranhg vang termasuk salah satu golong
an berikut yang telah jatuh ketangan musuh;




i Anggauna anggauta Angkatan Bersengaﬁa daT

o pitsuatuipihakiyang- bersengketa, o
i. Anggauta=angoauta Wajib Militer dan. para
WﬁSuka”elaman lalnnya termasuk gmrakan ge=

_-yang'bersengknta dan baraperasl di dalan
“rataurdiluar’ uzlayah SEﬂdlrl, ualaupun ul
“layah itu -diduduki dengan ‘memenuhi sya=— :

. orat- syarab tertentu (empat__syarat seha:l
- gai kumbatan) R T

”::Demlklan juga perkembangan pmng@rt annya ki— -
' ta ketemukan pulz.dalam. ‘pasal- pasal 45 dan -
.46 Protokol Tambahan Jenewa 1 1877, sebagai=- ..

mana diberikan hak pada keombatan untuk dapat .
©+ . melakukan opera31 mlllter di wilayah pendu=.

: dukana“ 17 ' ' : ' o

Abéﬁi Qraian ﬁi aféé,f maka dapat diéimpulkaﬁ?-7
' béhua'peﬁlaQéﬁaﬁ baik_ fang dilakukan  dalam uilayah f 
4ﬁeﬁdudukan maupun wilayah yang belum diduduki adalah
tidak bertentangan dengan Hukum Sengketa Bersenjata.‘ 
Bahkan Hukum Sengketa Bersenjata memberikan gerlin-
dungannya_bagi garafko$batan vang jatuh ketangan mu- -
suh akan diperlakukan sebagai tawanan perang.

Sekarang bagaimana dengan penerapan fungsi kg
polisian di wilayah ini ? Pada prinsipnya fungsi ke
polisian sebagai fungsi eksekutif haruslan berlaku

di wilayah ini, namun di negara RI masalah penerapan

fungsi kepolisian dilakukan oleh PCLRI. Polrl seba-

gaimana telah dibahas dimuka, pada saat sengketa berl

171 Sabi Oebit, SH., Op.Cit., pp. 70, 73.




:' ifdak dacat dllaksanakan oleh lembaga PDLRIo;zL H

_penerap:n_fung__,  :J

ﬁasalah penerapan fu0951 kEDDllSla“ dw uiTﬂ;

'pyah perlauanan 1n; pada akhlrnya adalah sama dengam_ﬁff
prada u;layah pendudukan yaltu tldak dapab dllaksanam;gff'

'jkan oieh 1embaga Pmlrm._ﬂ”

3. masalah penerapen fungsi kepolisian di-wila-

.. yah Perlihdungan.. 

u;layah perllndungan aﬂalan merupakan wilayah . -

yang bebas darl serangan ‘dan operasi militer lainnya. *°
'Uliayah ini mamberlkan 3amlnaﬂ perlindungan interna- -

"51Unal yang leblh balk bila cibandingkan dengan uila-i

yah-wilayah lainnya, karena larangan melakukan sera-—
ngan maupun operasi-operasi militer.
Adanya wilayah perlindungan ini diatur dalam

Konvensi Jenewa IV tahun 1940 pasal 14 (daerah kese-

lamatan atau rumah sakit) dan pasal 15 (daesrah yang

dinetralisir), Jjuga dalam Peraturan Perang di Darat
tahun 1899/1907 pasal 25 {Doktrin Kota Terbuka), ke-

mudian ketentuan ini berkembang dalam Protokol Tam—




':'”f*kaﬂbatan balk kesengataan mobll maupun alat alat per*ﬂ;

.ﬂ 1engkapan mllluer mell haruslah dlUHQSlkaﬂ {kaluar;;i'
:: ?dar1 ullayah perllndungan,.pen) dan pasukan pasukaﬁfli
.fapollSl tetap bertugas dengan tuguan semata mata meme?f
 11hara hukum dan ketarulbaﬂ umum tldak bertentangan; j3
:?.dengan.syarat syarat kﬁnuen51 (llhat pasai 59 dan 60  ;
 :HProuokol Tambahan Jeneua I tahun 19?7 dan juga pasal  ¥:'
' .25 ﬂexaturan Perang di Darat ‘tahun 1899/1907).
| ﬁasalah'yang_ qihadapi Polri apabila mungkin
' uilayahwuilayah tersebut_mendapatkaﬂ persetujuan (pg -
ngakuan) .pihakfpihak yang Qersengketa,”adaiah dalam.
'rangka'penerapaﬁ fungsi kepolisiannya, POLRI karena
statusnya sebagail kombatan, secara otomatis ia harus
juga meninggalkan (keluar dari) wilayah perlindungan
untuk melaksanakan tugas~tugas periempuran. Ssbagal

akibat dari keadaan ini maka Polrl tidak dapat melak

sanakan fungsi kepaiisiénnya di wilayah perlindungan
yaitu dalam rangka memelihara hukum dan ketertiban
umum (lihat pasal 59 dan 60 Protokol I juga pasal 25

Peraturan Perang di Darat).




Seandalnya Pemerlntah RI menentukan adanya ul

:';layah perllﬂdungan (pasal 59 dan 50 Protmkol I Jm pai

:al 25 Peraturan Perang di

{'arat) pada masa sengketa

Tﬁﬁengakuan plhak yan

”;ffbersengkata,ﬁ'J  '-parmasalahan— permasalahan huku

'Lyang tlmbu1 dan 3nang§anggu_ ketertlban masyarakat;;L'

HELBU penduduk Slpll _apakah akan dlblarkan begltu sa_if 

k_ga penduduk 51pll tanpa dlllndungl plhak PULRI 7 Apa”:: 

f:kah barangkail dapat diambil darl pengalaman klta-pa;gf

-.da masa . perang kenerdekaan dulu yang hanya cukup ME“ {

'm111terlslr SATUAN BRIMOB saja (yang dlperlaaukan se“

_'bagal kambatan), sedangkan -yang.lalnnya tetap pada

pelaksanaan Fumgs; kepolisiannya.

| Dengan demikian satuan Polri biasa dapat te
tap tinggal di wilayah PENDUDUKAN, wilayah PERLAUAN-
AN, dan kalau mungkin di wilayah PERLINDUNGAN (pasal
59 dan 60 Protokel 1) dalam peiaksanaan fungsi kepo-

lisiannya.




:_}Keéiméﬁl§h V”

Ji,_'n“ Fun981 keﬁmllslan. sebagai fuﬁg51 kenegaraan'  7
: yang barada pada run931 eksekutif (Kekuasaan Pemerin
. tahan) di daiam masalah penerapaﬂﬂya tldak dapat d1— H'
hlepaskaﬂ’ dari masaiah lembaga kenagaraan pengemban_, '
fungsi kepolisian ity sendiri. Lémbaga kenégaraan pg.if.
Ihgeﬁbén'”Fungsi:kgpoli§iaﬂ'sebagai'MATRA, di Negara

Republik Indonesia adalah POLRI.

2, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan na
sional RI, secara TEGAS telah menentukan kedudukan
{STATUS) Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenja
ta RI atau ABRI vyang anggauta~ ranggautanya ‘ditunduk
kan {(seluruhnya) kebada Hukum #Militer dan menjadi
justisiabel Peradilan Militer. Dengan demikian maka
secara yuridis POLRI mempunyai kedudukan sebagai Ang

katan Bersenjata.

3. Dengan demikian "kedudukan Polri® adalah seba

gal berikut:

a. Bahwa POLRI mempunyai tugas sebagai pe

ngemban fungsi kepolisian di masa damai yaitu




”:fdalam rangka;_sehagal. Alat Nagara Penagak Huf f'

' ;kum.;(Undang undang No 13 tahun 1961)

'Vpe_téh nah'Keaménén Né9afa di
"fhasaléengketa.bérséﬁBéua; karena PDLRI merUpal., :
'35f?kan baglaﬁ darl Aﬂgkataﬂ Barsengata RI dan Seﬁ;i

  baga1 KDNBATRN. (Unaang—'undang Nm. QD tanun:jf.

5 '1982 30 Hukum Sﬁngketa Bersenjata)

4. v 4 .Hukum Sengketa Bérsenjata atéu Hukum Penduduk'
‘an, mengakui di u;layah pendudukan HUKUM DAN PERADILJFJ.
'“AN.harus tetap berjalaﬂ pada saat sangketa bersenjamizf
.ta terjadi, maka POLRI (ABRI) sebagai pengemban fung
 51.kep0;1s1aﬁ, pada saat sengketa bersenjata TIDAK
DAPAT melaksanakan fungsi kepolisian baik di wilayah
?ENDUDUKAN, _PERLAUANAN atau mungkin juga di uilayah__:
DERLINDUNGAN (pasal 59 dan.éﬂ'Protokol 1}, karena tu
gas yang diembannya‘pada saat yang sama juga melaksa

nakan tugas Pertazhanan Keamanan Negara.

B. Saran—-saran

L. Dengan diaturnya kedudukan Polri sebagaimana
ditentukan sscara TEGBAS dalam perundang-undangan na-—
sional RI, maka pelaksanaan tugas-tugas Polri delam

Undang-undang Ne, 20 tahun 1982 sebagai bagiazn ABRI




'-i atau sebaga1 KOMBATAN (FUﬂgSl Pnrtahanan Keamanan Ne

.qtgara)s_dlsaraﬂkan agar dllastarlkanfdengan ketentuanﬁ

'“f;ketantua - Hukum_lntcrn351onal atau gHgkum Sengket

""_”Q,M. : ﬂpablla fun951 kepbllslan

akan DILFFEKTIFKANf_,f

.,ﬁdl wllayah pendudukaﬂ, perlauanan auau apablla mung-:f; 

ik dl uilayah Qerlznduﬁgaﬂ (Basa? 59 dar 58 Prs*ew575-

'kml'i) sesual.]dangan Undang undang No 13 tahun 1961{: '

ipada masa. sengketa bersenjata, perlu klranya MENDA
iQATKAN PEMIKLRAV KENBALI tentaﬂg KEDUQUKHM POLRI da._l

lam perundang undaﬂgan n851onal RI yang seka*ang, un_j_

_ tuk_meuu3udkan tujuan negara RI' (PENERINTAH) dalam;j 

MELINDUNGI UARGA;NEGHRANYA ‘di wilayah-wilayah tersems_J

“but sesual dengan Undang-undang No.l3 tahun 1961 dan
. ketentuan dalam_pasal 43  Peraturan Perang di Darat
Htéhun 1899/l907 serta pasal'éﬁ Konvensi JBDEQSIIU ta

Huﬁ 1949, dalam pelanjutan HUKUM DAN PERADILAN menu-

rut Hukum Sengketa Bersenjata.

3.0 Demi kelengkapan Undang- undang No. 20 fahun

1982 dan UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN yang BARU, maka di

sarankan adanya harmonisasi dan pelestarian Undang-
undang Kepolislan yang berisil tugas-tugas Polrl yang
lengkap yang wmencakup tugas- ftugas Polri baik dalam

masa DAMAI maupun masa SENGKETA BERSENIATA, Dengan

L3




uralan dl atas,_klranya cukup sebag1an saja dar1 PGL :

. RI yang AKiIF dalam uugas tempur (KUMEATRN) sebaga;;

.gfmana pernah berlaku du;u pada tahun 1947 dan yaﬂg saﬁ

"yFunQSl kepollSlan murnl (tuga

”fféap;l) untuk mellndungi rakyau atau uarga negara.lf”




_ DAFTAR LAMPIRAN -

L

 f'II. ' Gambar Skema. Tugas Polrl (Fungsm Kepol;swan)
. pada saat sengketa bersenjata, menurut Peraturan. Per
Eundang undangan Nas;unal sekarang (LAMPIPAN II) s e e

" 1110-- Gambar Skema‘ Tugas ‘Polri (Fun951 Kepollsaaﬂ)
“oyang IDEAL, pada saat sengketa bersenjata . (LAMPIRAN

III ER R R -a-»ta--n-u--.-a.c‘-uc-. ------ # 4 s T e eren

TV, Insnruk51 Deuan Pertahanan Negara No 13 tahun
11847 tanggal 1 Agustus 1947 tentang: Militerisasi Po
lisi Negara untuk menjalankan Penestapan Dewan Perta-

_hanan Negara ND 112 (LAMPIRAN IU) R R PR TR

V. Keppres NG . 290 tahun 1984 tanggal 12 Napember
1964 tentang: Penegasan Kedudukan, Tugas 'dan Tang-
gung-jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia se
bagai Angkatan Bersenjata, vyang disempurnakan pada
tanggal 23 Jumi 150830 ...ieiiieicicaan. T

VI. Penpres No.3 tahun 1865 tanggal 15 Maret 1865
(UU No.3/PNPS/1965) tentang: Memperlakukan Hukum Pi-
dana Tentara, Hukum Acara Pidanma Tentara dan  Hukum
Disiplin Tentara bagl anggauta-anggauta Angkatan Ke-

polisian {LAMPIRAN VI) ceviveoan Y &y A VAN

VIiI. Penpres fNo.23 tahun 1385 tanggal 30 dktober
1965 (UU No.23/PNPS/1965) tentang: Perobahan dan Tam
bahan Pasal 2 Penpres No.3 tahun 1965 {(LAMPIRAN VIIT
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YIII. Préteccl Additional to the Geneva Conventions
of 12 Auaust 1949 and RHelating o +the Oratesctinn
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g :_jfuntgkfmahjaléhkah*Eehétagan,DeQanapertahanah'gNegaraf
oo NoL1lZ S
pimpinan Tentara setelsh mendengar pertimbangan dari
. ‘Kepala Polisi Karesidenan/Kepala Mobiele Brigade Be-.
© ‘sar dan Dewan Pertahanan Dasranh menetapkan -kekuatan -
. dari Mobiele Brigade yang akanm menjalankan kewajiban .
.fe{keténtaraanﬁdenganjmengingat;kebutuhanfmihimum'untukﬁ*-”
‘tetap menjalankan kewajiban Kepolisian di garis belz.
“kang, yang tidak boleh kurang dari 2/3 kekuatan Mo—

‘Anggaute-anggauta Mobiele Brigade yang menjalankan
keusjiban ketentaraapn tetap menjadi amggautz Polisi

‘mMiliterisasi tentang Polisi Ng
‘gara-untuk menjalankan Penetag.
an_ Dewan:Pertahanan Negara No..

mé&édﬁiﬁetapkanFinSt:pksi:éebag?ifberikuth}_ﬂ~

‘Apabila keadaan mendesak, seluruh sisz Mobiele Briga
~de dapat dikerahkan menjalankan kewajipan ketentara-
. NIRRT o = 5 @ e &, g ot % 2 A : [ -

Negara, demikian juga senjata-senjata yang mereka te "o
rima dari Jawatan Kepolisian Negara tetap milik Jaua
tan tersebut. .

Kepala Polisl Karesidenan dan Kepalas Tiobiele EBrigade
Besar memperhatikan keadaan seria kedudukan anggautsa
angpauta Mobiele Brigade yang menijalankan kewzjipan -
ketentaraan. . Anogauia yang gugur, mencapat cacad,

berjass o0sb, harus Cllaporkan Kepata Jsuatdn Kepolis
sian Negara untuk penyelesaian administrasi.

Gaii anggauta~anggauta Mobiele Brigade vang menjalan
kan kewajiban ketentaraan tetap dibayar cleh Jawatan
Kepolisian Negara, tetapi makan dan lain-lain keper-
luan sehari-hari menisdi tanggungan Jswatan Kepolisi

an Negara.




: Segenap aﬂggauta P01151 Negara memakal alsamplng tan'

- 'da—uanda panakab Palisi ‘jugs tanda=-tandz pangkat aeni

_jjta:a menurut perband;noan Dcﬂgkau tersemut dealam Paz:

.-._"_':-'-sa1 ‘g gari Penetapam ‘Dewan Peruahanan Negara ND. 49;
'7:ja1bununkan pada dada’ sabelah kwrz_:;;-. o

_gUnzuk MDD1ele Brlgade subelah kanan darl_»an—
dag ﬂoblele 5r;gade.,:T.-- T e L

'$% 5;3 ;f?Untuk la;ﬂnya diatas llpatan saku“'kiri'jatéé

‘sebelah kanan darl kancing.-

“Tutup kepala. {pet) dengan iencana tetap dipa—fﬂ5q
kai ot Moblela Erlaadm memakal D?Cl saja {bi=m

'"-fuakmuhs)

'Peraturan dan cara penghormatan antara Tentara dan.
Polisi Negara . dl}alankan dengan ‘saksama menurut per—...

bandingan pangkat tersebut dalam PEHEuagaﬁ Deuan Per

'.f'tahaﬂan Negara No 49,

Di tetapkan : di ngyakarta.- f

Padas tanggal : 1 Agustus 1947 -

DEWUAN BSZIRTAHANAN NEGARA

Ketua;

N AMIR SIARIFOEDDIN.,




LAMPIRAN

'KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESTA

”kﬁéuaukﬁmg TUGAS DAN TANGGUNG-JAUAB ANGKATAN
KEPDLISIAN REPUSLIK. INDONESIA SEBAGAT. ANCGAUT A
| ANGKATAN BQRSENJATA L

PHESISLN REPUBLLK IUDBVESIR/PANGT’ AVG ATRN PLRANG

 lus1 sagcara kaseluruhan,

sar 19845; _
 2. Undanguundang.No.lE.tahuh 1981 ;
3. Undang-cndang No.10 Prp tahun 19640;
4, Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962;
6. Keputusan Presiden No. 225/PLT/1982;
6., Keputusan Presiden No. 15 tahun 19563;

Mengingat - : Amanat Presiden Republik Indonesia gpada ‘Hari
: Angkatan Kepolisian tanggal 1 Jull 186435

vt legnimbang Bahua mellhat parkembangan' reuolu31 Indoneslabf@‘f
RN B g -gpada dewasa ini, dan:menilik pertumbuhan di da

.. lam Angkatan KEQDllSlaH Republik Indapesia dlﬂfjf

- .bidang mental dan dlbldang materiil, memandang .
‘perlu. untuk mempertegas - kedudukan, tugas dan™

tanggung-jawab Angkatan Kepolisian Republik In . °

- donesia di ‘dalam ikut serta. menyelesalkan revo -

Nengingét ::'l. Pasal 4 ayau-l Undamg-Undang Dasar jo Pa— :
BN e ~sal IV Aturen Peralihan Undang-Upndang Da- .

MEMUTUSKARWN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGOUNG-JAWAB  ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDOMESIA SEBAGAI ANGGAU-
TA ANGKATAN BERSENIATA, sebagai berikut:




"KepolLSLan Republ_k il 5 N
;.ngan'k8tlga Angkatan 1alnnya merupakan suatu - kesatu_
San: dengaﬂ garls garls hlerarchlc dan kmmando yamg U

'ﬁla;QQDalam bldaﬂg penentuan kebljaksanaan, péhgurusan, genéf

;ﬁgakkan serta pemelihzraan ketertiban dan:keamanan daiam: .
' fnegarl, ‘baik yang bersifat ‘preventif’ justlsili/ sas;ai L

':“maupun yang berslfat rapr851f justzslml/5051al

"7  ib:f;Sebaga1 penegak hukum dengan menjunjung tlﬂggl nak- hak?f;”

-rakyat; -

7“f¢;Tfmengau351 dan mengkoordmnasmkan badan~ badan pemerln%zb'f'
~noclitahan umum yang dengan atau atss kuasa undang-undang di - .
. bheri wewenang uniuk melakukan tugas-tugas kepclisian dl'j 

: ”dalam bldangnya masing- n851ng,

'.d.*.ﬁemeloporl, memimpin dan ‘membina rakyat dalam rangka pafﬁp

- negakkan pemelibaraan kegamanan sebagal syarat untuk mewm

© rwujudkan masyarakat Tata Tentrem Kerta Raharja . denogam ..
"berlandaskan faktor Keamanan Rakyat Semesta, islah kea—-:

" manan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat;

" a. IKut serta secara fisik aktif didalam pertahanan dan di

dalam usaha pertahanan guna mencapai  potensi maksimal

gdari rakyat di dalam pertahanan total serta pengamanan-
nya;

£ Ikut serta dalam proses produksi dan distribusij;

-. b L i - - i ) :
= Dol TETT T Uiy e ga T aan e R e L & i”m:"}"’”ﬂi‘.":’" e —

sehanzi alat revolusl pada umumnya.
g Y

Pasal 3

Kedudukan hukum, segala hal ikhwal mengenai persopil
meteriil, keuvangan, organisasi, administrasi dan masalah pg
rauyatan dalam arti luas dari pada Angkatan Kepoclisian Repub
1ik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasikan dengan




T.ikezwga Angkatan lalnnya d; dalam peraturan—'ﬁe;aturan dar1 _ L
~..pada.’ Aﬂgkatan Bersenjata. yang ‘merupakan.: peraturan- peraturan*j{ﬁ:
'jpokok yang sana bagl keempat Angkatan BErsenjata,;x-~ e

pasal 4__,

e f.Selana peraturan peraturan pakok yang_sama bagl kee'
- .pat ‘Angkatan. Bersenjata seperti d;maksudxan ~dalam pasal 3
“belum’ teruugud maka dengan peraturan— peraturan tersendiri
‘.ditentukanagar setahap demi setzhap’ kedudukan Angxatan Ke-f .
_ﬁ@aliszan Republlk Indonesia sebagai Anggauta Angkatan ‘Ber- .
" senjata dapat ‘diwujudkan sehingga : aallng lambat pada tang- .
gal 'l Januari 1965 Angkatan Kepolisian " Republik Indonesia ' |
“benar=-benar telah terimtegrasvkan damoan anggautaw’anggauta" s
.Angkaban Bersenjata lalnnya.- p R

Pasal 5

.Keﬁhtuéén'PxeSiden ini berlaku muiai_tanggal_ditetapkan;: 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangcal 12 Nopember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEKARND




S pEMJELASAN e
o KLPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK. IVDUNESIA
e ND.290 TAHUN 1954 L

--,5 TENTANG”‘ o

: Ny TUGAS: ' "f UNG= 3AUA8 ANGKAtAN
EPOLISIRN REPUBLIK INDDNESIA SEBAGRI RNGGAUTA
i QNGKRTAN BLPSENUHTA_' e

:'PENJELASAM umuw..j[_f}ff?HI

KeteLapan ini dlmaksudxan untuk menyesualkan kedudukfi:'

' ah,:tugas dan . tanggung jawab Angkatan Kepolisian - Republik..

Indonesia.dengan kemajuan yang telah . dicapainya, sehingga .
lebin sempurna lagl dapat menunaikan keuajibannya untuk ber -

‘sama—sama dengan rakyat menyelesalkan revolusi serta men;nasf
katkan penjagaan, penyelamatan dan pengeffektifan Megara . Re: -

. publik. Indonesia y-ang adalah alat untuk mencapal Amanat Pen
}.derltaaﬂ Rakyat. :

: o Dalam Kecetapan VPR: No. I/NPRS/ED lampiran A ayat.c’ .
telah dinyatakan bshwz Polisi Negara adalah Angkatan Bersen
-~ jata, penegasan mana diketemukan kembali dalam pasal 3 Un-=
~dang-undang Ng.l3 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pg
kok. KEleTSlaﬂ Negara. .

_ Kemudian pasal 12 Kesputusan Presiden ﬁepubllk Indoneg
‘'sia tanggal Juni 1962 No.225/PLT tahun 1962 mengharuskan
~adanya susunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Argkatan Uda-
- ra dan Angkatan Kepolisian sedemikian rupa, sshingga terca-
pai suatu keseragaman atas dasar adanya unsur pembinaan .dan
unsur operasional.

Akhirnya bshwa Angkatan Kepolisian Republik Indcne
sia telah mencapai kemajuan-kemajuan dan Dbahwa . kedudukan
Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angﬂatah Ber

~senjata itu adalah sama dan sederajad dengan ketiga Angkat=
an lainnya adalah dinyatakan oleh Paduka Yang Mulia Presi-
den/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Pemimpin Besar
Reuolusl/Bnayangkara Agung -pada nhari Angkatan Kepolisian
Langgal..l.uli. 19684

Dengan demikian, maka perumusan-perumusan yang ditu-—
angkan dalam Keputusan Presiden ini, lebih banyak bersifat
penegasan darl apa yang telah ada dan psmberian dasar fgr.
mil sebagai landasan untuk dengan lebih cepat lagi melanjut
kan pembangunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Khu—
susnya dalam rangka tugas-tugas penyelesaian dan keselamat-—
an revolusi,




PEN]ELASAN PASAL DE“I PASRL

Pasal l;QCukup Jelas,;’   L

Pasa1 :gifﬂyat a,_Cukup Selas._ ) G

St i-iByat b Gukup o Jelas,
:”3ifﬁyat c;;ﬁukup 38188. ”

"_Ayat d,g@aham Keamanan adalah Keamanan Rakf_ .
kS ~yat Semesta dalam arti, bahwa kea— . e
manan menjadi tanggung-jawab selu-—
. ruh - masyarakat dilakukan oieh selu
ruh rakyat -dan-dimanfaatka: poantule
~segenap lapisan masyarakat- dengan. . .
~Angkatan Kepolisian Republik Indo-. .
nesia sebagai ‘inti, pelopor dan.
pembing keamanan dalam: negeri da-
lam mewujudkan: keamaman dari rak-— .
- yat, oleh rakyat dan untuk rakyat. . ..

Aman adalah suatu keadaan, dimana
segenap masyarakat Indonesia bebas
dari segala ketakutan akan ganggu- ..
an atau ancaman, sehingga memung= "
kinkan masyarakat tersebut menca-
pai cita-cita dan tujuan revolusi
Nasionalnya.

Keamanan bagl Rakyat Indonesia ada |
lah suatu kondisi yang memungkin-
kan tiliap warca di dalam masyarakat
Indonesia melaksanakan segala kegi =
atan kehidupannva, sehingga teruu— =
jud masyarakat adil dan makmur ber
landaskan Pancasila, berhaluan Ma-
nipol Usdek.

Keamanan Dalam Negeri adalah keads
an dan kondisi yang memuat unsur-
unsur terssbut di atas, sehingga
memungkinkan stabilitas dan konti-
nuitas di dalam secgala bidang kegl
at.orn hi:'izlp ?mnmgn'ﬁ:&ﬂny h'irht?g L oMo
syarakatan dan pembangunan dari pa
da bangsa Indonesia yang sedang be
revolusl, sebagal perwujudan masya
rakat Tata Tentrem Kerta Rabharja.

Dalam melaksanakan tugas kesamanan
dalam negeri, maka Angkatan Kepolil
sian Republik Indonesia memimpin




. Ayat e. Cukup Jelas.

Ayat f. Cukup Jelas. =

. .Pasal' 3

' o 'Paéal 4

~ dan membimbing kekﬁatan_dan poten=— o
- sl rakyat yang diatur dan. disusun . -
~.dalam. 'suatu -organisasi - aparatur. ..

- pembina Keamanan Dalam.Negeri. .

ﬂyaf'g,'Cukup'jalas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas. .
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pP.SIDr R Dueaz

i&édmssi"pawaLIr -TEH?ING&IfﬂhCK. PERANG -

p Keﬂaangan ‘revolusi’ Indonesiza
_%aaca dewasa -ini- Gan menilik peruUﬂcuhan didalami:
;;ﬁAnakauan Kegolls*an ‘Republik :Indgnesia dibidang .
 mentzl ‘dap dibideng meteriil, perluy mempertegas.
E keaucukan tugas dan: uanggung jeuab Angkatan Keg =
.'LpolLSLBN Repusllk ‘Indonesia di dalam ikut Sefnajff
.ﬁanyelesz;han reuolus;.__ G S

Béh&a:mé1ihaL

L -"..;‘éeh__i_mba“.é : _.:_:'

1 Unaanguundang'basar jo pa—

1, Pasal & ayau G
Peralihan_Umdangfundang Ua-— "o

isal IV AT uran.
Sar. - —
“Undang-ungang
dUndang—undang
Keputusan Presiden

No.l3 ftahumn 1951.
No.l0 Pr tahun 188C.
Mo. 372.

Nao.

N

. Keputusan

-

Penstapan
Undang—und
Pensgtapan
Penstapan
Penstapan

iI.

L3

*

.

Fenetanpan
Penstapan
Denevapan

.

Keputusan -

Presiden
Fresidean

FPrz=siden
anc Ng.

Presiden
Prasiden
Prasiden
Dresgiden
Presidsn
Drosiden

13

23/9Li/l 952.
13 tahun. 15583.

5 tahun 1859,

tahun 1961.

No.3 Tahun 1323,

No.ll tahun 13983,
No. & tahun 1963.

Mo,

No.

No.& tahun 1939.
No.& tanun 1962.
No.71 fahun 1854,

LR b 0 I GBI b Oh T NG

instruksi

.

Amanat
harl
1954,

Presicen

Presiden Republik
Angkatan Kepolisian

Mo.4 Tahbun 1883,

indonesiaz pada
tanggal 1 Jul:i




(EPUTUSAN PRESINEN :P PUBLIK THIONE

T

Saeim Y

K _ szﬂ TINTANG .-

. PEMEGASAN KZOUDUKAN, TUGAS DAN, TANGGUNG-JAWAS:

ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONZSIA SEBAGAIL
bsxikutj

3UNSUP ANGRATAN BERSENJATA, sebagai

.Ahdkétéﬂ:Kédeisgah”PﬁpUblik Ihd0né5ia Cadalah
sesjajar dengan zngkastan-angkatan Darat, Laut, =
faan_Uaarc,'unsur Anok 'en Befsﬁﬁ,abd. ARG

Paaal 2 ;f 

f;{l) Da1am keduoukan:téﬁsebgt da1em.DaS3l 1 ma-
S ke Anokaban'kaauTisian Republik lnGOHESLaI}V
‘bertugas serta Dertangaung 3auab '

:_a.ﬂSebaeal Alat Megara’ Penega& Hukum, teru .
‘fLame dlowsang peﬂﬁl1har an Kezamanan Dafuf
lam Negeri sesuai dengan ketantuan- ke— '
~tentuan dzlam Jndano undang Pokok Kepn-
lisian. : \ v

b. Nengkourdinir dan mengawasi _.alat- zlat

' Kepolisian Khusus dalam melaksanakan tu
‘gas kepolisian, dibidang masing- masing
szsual dengan Ketentuan- “ketentuan dalam -
Kepufusan Presiden No.372 tanun 1982. o

c. Ikui sgrtes secars Fls1k 87 dalam Perta—
hznan sessuzl dengan ketsntuan-~kstentuan
galam Uncang-undang Paﬁmk Kepolisian.

d. Menyelenggarakan pemoinaan masyarakat
dalam rzngka pelaksanaan tugas kepolisi
an dan pemberisn wilaysh sesusl dengan
Doktrin Angkatan Bsrsenjata, dengan. tu-
juan untuk mencapai dan memalihara kea-
manar.

2. Ikut serte dazlam proses progduksi o .dan
distribusi (ooerasi karyz}.

f. Sebagai alat revolusi padaz umumnya da-

lam bidang nidup kenegaraan dan hilgup
kemasyarskatan.

(2) Tugas dan tangoung-jawab yang dimaksud pa-—
daz ayat (1) pessal ini serta pelaksanzannya
tidak mengurangl pades tingkat Pemerintah
Pusat, kedudukan, fugas dan tanggung-jauwab
Badan-badan Pemerintah Pusai lainnyz dalam




'D1Gaﬁc yang sama gan aacc_tinakatﬁpemarinf:_
“tan Daeran; _kQGUuUKan, tugas.dan  tanggaung- -
“jawab Kepalz Daeran dan Badan-bagan Peme-

rintah ‘lzinnye, di daerah yang bersangkui-

“an, manurui pe:aturan _pe;unoajgm undangan.

”3yang berlaku”‘

o Pasalll 3
" Yegudukan hukum, - ssgala hai.'ichual mengenzi
: . T i : ) =T S
parsanil, materiil, keuangan, organisasi, ad-"

ministrasi dan masalah perawatan dalam’ a“’l“lu

25 fngkatan Kepalisian Republik Ingonesis, dia

“tursecara umum dan te:lnu_graSchn dengan ks~
tige Angkatan lazinnya ©i dalam psraturan-para-

turan Anagkatams Bersenjataz yang merupakan pera-, ..
‘turan-peraturan pokok yang sama  bzagi kesmpal

‘Angkatan Bersenjats.

"Pasal 4

-Selama pesraturan-peraturan pokok yang samea ba-
-gi keempat Angkaztan Besrs=njata sepe*:i yang di
‘maksud dalam paszl 3 belum ads makz alsh Nenhe
ri Koordineior Sertznanan/Keamanan Kepals Sta?
Angkstan Bersenjiata dapat ditstapkan perzturan
peraturan ssmentara, 2¢gar sztanap demi seiahap
kedudukan Angkatan Keoclisian Republik lngdone-
sia sebacgzi unsur Angkatan Hersenjatza dapat di
wujudkan. -

Pasal 5
Segzalz sesuatu tentang pelaksanmaan yeng sealum
diatur dalam Surast Keputusan ini, diatur bersa
mz oleh Menteri Kaoordinaztor homaa temen Perta-—,
hanan/Keamanan Kepalz Staf Angkafian Hersenjatea
dan fMenteri Koordinasiocor Kompartemsn Umum can

Dzlam HMNegezi.
Pasal &

Keputusan inl berlaku muiai_tanggai ditetapkan.







..i memp£RLAKUhAN HUKUM PIDANA ?QﬁTARA HUKUR ACARA "

“PLNETRPAN;PRESIDEN REPUBLI :iwdawsgiam i

No 3 Tahun 1965

TENTANG

PIDANAZTENTARA DAN HUKUﬁ DISIPLIN TENTARA

'gf_gggz_AmGGAUTp ANGGAUTQ ANGKATAR KEPOLISIAN

 KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDCNESIA,

  ﬁenimbaﬂg

Bahwa dalam-réﬁgka panyatuaniﬁngkatan Kepolisian kedalam
' Angkatan Besrsenjata perlu kesamaan tindak dan penyelesal

an perkard-perﬁara bagl selurun anggauta Angxaban Bersen

 38t8,?1'

Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut 1, perlu memperlaky e

kan Hukum Pidana Tentara, Hukum Agara Pidana Tentara dan
Hukum Disiplin Tentars, bagi Tamtama, Bintara dan Perui-
ra Angkatan Kepolisiang

Bahwa tindakan ini perlu dilakukan secepat~ cepatinya da~
lam ranocke peningkatan DUIKORA, dewasa ini sehingga pe-

‘ngaturannya periu dilakukarn dengan Penetapan Prasiden;

2.
3a

Mengingat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyal Sementara No.I/
MPRS/ 1960 dan MNo.II/MPRS/1550;

Penetapan Presiden Republik Indonesia No.45 tahun 1962;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963;




S N Menetapkan : PEHthpan Preszdaﬂ tontang mamperlakukah5
:jHukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana: Tenuara dan  Hukum-—,
“D*slplanTenuara ‘bagl: Tamuama, Blﬁna*a dan’ Perulra Gar; Ang
katanKeppolisian: Republlk Indonesla._ }' o : o :

iPasélf';3:ﬁ:

: Hukum Pldana léhféré;:Hukuh Rcaré ?idan;'Teh tara (for &; 
L mkeds dan. materlll) dan Hukum Disiplin Tentara dengan penyesu= .
.alan seperiunya: alnyatakan berlaku bzgi Tamtama, Bintara dan:ﬁgf

-Perulra darl Angkatan Kepnl;szan Repumlak EnGDnESLa.

Pasal :Zf.:tﬁ

o Kecuali apabila ada k8uentuan—ketentuan kKhusus, maks -
‘Tamtzma, ‘Bintara dan Perwires dari Angkatan Kepelisian Repu- -
- Blik Indonesia yang ‘melakukan tinﬂak pidana diadili oleh :

Badan Peradilen Galam llngkunoan Angkatan Laut, apablla"
tindak: plsana itu a;lakukan 01 Daerah ?lnakat IT Riau Ke
pulauan,.: Y

‘b. Badan Peradilan dalam lingkungan Angkauan Darat, apaoilsa
tlnﬂak pldana Aty dilakukan Giluar dagrah tErSEDUb a.

Fasal 3

: Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/
-Kepala Staf Angkatan Bersenjaila mengawasi dan mengkoordinir
pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 Pe-
netapan Presiden ini.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pades hari diun-
dangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penem-
patan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

+

Ditetapkan di : J a k a r © a.
Pada fanggal @ 15 Maret 1965.




.Tuigﬁdéhgkahjdi::_j a k 2 : t é," 

“Pada tanggal < : 15 Maret 1885. -

. MENTERI/SEKRITARIS NEGARA
ttd

o MOCH.ICHSAN, SH.

1ILENB§RAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NC.21 TAHUN 1965,




PEN]LLASAN
e AT RS ”'u s
PENETAPAN ‘PRZ SLDLwiwa 3 TAHUN 1965..
o bTEmTANG,;;:f'" mf“_” TRV
*ME]PfRLAKUKA&;HUKU‘:PIBFNA'TENTARﬂ HUKUM ﬁéﬁRA{~:Vlf”
'PIDANA TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA: D

*.} éAGi ANGGAUTA ANGGAUTA . ANGKATAN. FEPDLISIAN o
' RaPUBLIK LMDUNE:T e .

e e i e ot o e T A

‘:umum '

Angkatan K9901151an Repuhllk Indonesxa OEUasa ini te

';:senjata.-“

' 3_telah dlzetagkan pula dalam berbagai perundang-undangan se~

. menyatakan bahwa Angkatan: Kepolisian Repubilk Indonesiza adg
. lah sama dan secerajad dengan angkatan-angkatan yang lain
yaltu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

an kedudukan itu, meka harus diusahakan agar supaya hak dan
kewajibannyapun sama pula.” Salzh satu bidang vyang -dipan-
dang perlu segera adanya kKesamaan dan penyesualan adalanh
perlakuan dibidang hukum/peradilan. Oleh karemes itulan ma-
ke Hukum Pidana Tentara, Hukum Acare Pidane Tentara dan hHu-
kum Disiplin Tentaras, dengan Penstapan Presiden ini dinyats
kan berlaku juga bagi anggauta-anggauta Angkatan Kepolisian
Republik Indonesia.

Demqan demikian maka sejak berlakunye dan diundang-
kannyes Penetapan Presiden inl anggauta- —anggauts Aﬂgkatan ke

 .,lah tumbun dan berkembang sesual dengan romantika, dimamiks
-~ dan dialekiikanya Revalusi 1ndoneSia, sehingga merupakan su - -
“atu angkatan yang sama, sederajad dan terintegrasikan de-
._ngan ketiga: anokataﬂ yahg lalm, mengadl satu Angkatan Ber— -

Kanyataan Derkemmangan dan mertumbuhan' semacam itu
perti Undangmundang Pokok Kepoiisian {Undang-undang WNO. 13 00

“tahun 1961).  Bahkan Presiden/Panglima Tertinggl Angkatan - f'
Bersenjata Remubllk Indonesia dengan tegas dan jelas telah e

Sebagai akibat yang wajar darl persamaan dan penyatu -«

polisian Republik Indonesia (lamiama, oliavdla tsh Peru1ra;
tidak lzgi berada dalam jurisdiksi Peradilan Umum, tetapli
masuk dalam jurisdiksi Peradilan Piiqur, dan baginye tidak
nanya berlaku Hukum Pidana Umum, tetapi juga Hukum Pidana
Tentara (Militer}.

Namun demikian terhadap perkare-perkara pidana yang
dilakukan oleh anggauta-anggauta Angkatan Kepullsian Repub-
lik Indonesiz sebelum berlakunya PFenetapan Presiden ini dan
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& ;berasl1an Kﬁtenuaraan,_Unmang»undang Now6" tahuh 1950 (Lemb
erans Negara tahun 1950 No. 33) tentang Hukum. Acara Pidansa - Spar

.da. Pennpadilan: Tentara ‘sebagaimanz telah diubah - “‘dengan Un.r
ang~undana No. 1 Dri tahun’ lQ:B(Lemuaran Negara tzhun lQ:Bg

':1N0 l) besmrta pérauuran peraturaﬂ pelaksanaa“nya-,p
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 PfPDBPhAN DAN: 1RN8AHAN PASAL 2 PmNETA?AN PRESID N
REPUBLIK INDINESLA NO. 3 TAHUN 1965 (LEMBARAN :NEGA <
fQA:REPUBLIK INDONESIA TAHJN 196J NO. - 2+;.;- pe

| PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (.

'fijenlmbang }i;" TR o N
Bahua ‘Revolusi: Indonesla_;berus menlngkab dilségala.biﬁﬂﬁiﬂ'
n_dang,utermasuk biaang Hukum ﬂllluer.. _ _ bl=:

.Bahwa . dalam rangka lnuegraSlAngka an Bersengata Hepubilkﬁ.’_
_‘Indonesia, -di.bidang pengaycman. Hukum fMiliter. paca umum—,
Y8, menyelenagarakan Peradilan. Militer pada knususn}a,lﬁfg
. ‘Angkatan. Kepollsman Republik Indonesia telah menyelengga
__: rakan perslapaﬂ sedemikian rupsa, sehinoga tanpa Mengur g
S ingi tu3uan ‘utama pada saatnya yang tepat meuwujudkan ben-—
';'Luk Peradi lan‘#Militer yang lebih konsekwen memenuni tTun- i
_:tuham integrasi Angkauan Bersenjata, kepadanya dapat di=->"

- berikan kesempatan untuk sampai padz suatu taraf terten—.

- tu, 'dengan tenaga~tenaga ahli yang terdiri dari Peruira-—
‘Peruira Angkatan Kepolisian, menyelenggarakan Peradilan -
Mmiliter guna mengadili Tamtama, Bintara dan Perwira Ang- -

katan Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Mengingat

Dekrit Presidon 5 Buli 1859,
/

Ketetapan saje TECEEFROSVaTaTEtan Raky et Semenvare Mol

MPRS/1960 dan Na.il/NPPS/lQGﬂe
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 19¢3;

Undang-undang Mo.lS tabun 1964 {Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1964 No.l107);

Penetapan Presiden Republik Indopesia No.3 tahun 1865
(Lembaran Negara Republik Incdonesia tahun 1565 No. 21)




an: Penetapan Presiden tantang Perobanan dan
.2 Penetapan Presidesn Republik Indonesia No.3

Kk Indonesia Th 1965 NoZl)

Pasal 2f9gpg£apah E£é$;0eh'5éﬁﬁbi;_ ihd§ﬁé§iaij¢;m
965 d UhahhsghiﬁgsaqbeerDYFﬁS?FEQQirba:ikutﬁ:ffﬁ'

y. Dalam tingket pertama, Tamtame, Bintara dan Perwira A-
'WﬁhékaQéEﬁKaQQ%isiéﬂuﬂeﬁublikﬂlndﬂﬁesiajayang;_melakukaﬁ]

”}]tindakﬁpidaqagﬁdiad;li;dléﬁfﬁaﬂahJPeradiiaﬁ“déiam*&ing;
ingin am o ssnas

L Angkatan Kepolisiap Republik fIndonesiaj -
 Qf2)Q'ﬁéléﬁftihé&éﬁfBaﬁdipg,ﬂ#éﬁfaﬁé;ﬁintaféfdén Eé:uifa Fer
o .théméjﬂhgkatan;Kepp;iSiaﬁjRepublik_Indone§iaryang:mela

”*]jkﬂkan*tindak,pidaha;ﬁuﬂtuk-samentara.diadili-oleh - Pe

.;'hgédilaﬂ TehﬁarajTihggi_dalam_1ingkungan angkatan lain:
ayangoditunjuk olen Menteri Koordinator Kempartemen Per

'tahanétheamanaa/Kepala:Stgf_ﬂngkataﬂ:Bersenjata, 

©(3): Pada sastnya yang: dipandang . tepact, Feradilan dalam - .
gy 57ii“9K§théﬂdi”9'Yaﬁgudimaksud.dalam'ayat {(2) dengan Ke .
ggfputhéahfﬁenteri:Koordinatmr Kompartemen-Pertahanan Kea '
::,manah/Képala-StaffAngkatahVﬁersenjata ‘dapai diakhiri =’
";ZSehingga~dengan_demikian dalam tingkat bandingpun per— ..
v karz pidana yang menyanckut Tamtama, B8intara dan Perui .
i ra'Pertama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dipe:
“ riksa oleh Badan Peradilan dilingkungan Angkatan Kepo=: -
.lisianj:."'.'-_. 5 =3 : ST ; - S

Pasal ~I1
: Penstapan Presiden ini mulai berlaku pada harl diun—
‘dangkannya. .

Agar supaya setlap orang dapat mengetshuinya, meme-
rintahkan pengundangan Psnetapan Presiden ini denaasn psnem-—-
patannya dalam Lembaran Negara Rapublik Indonesia.

fNitetapkan di i Jawraria.
pada tanggal : 30 Oktocber 1965.
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. PENIJELASAN
B S ..: ATAS Iy S
- pENETAéAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
. ND.23 TARUN 1965 A
. TLN!ANG

.;LPERDBAHAN DAN. JANBAHAN pasaL 2 PE NETAPAN. pRLSIDLN77
REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 1985 (LEMBARAN NEG
‘RA HLPUBLIK INDBNESiA TAHUN 1955 NG 21) :

UMY

s Bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, Angké@ }}
- an-Bersenjate Republik Indonesia berjuang untuk mencapal tu;f”
"juan Revolusi Indonesia, untuk mengasah diri menjadi alat;;

" _yang lebih ampuh guna memenangkan revolusi Indonesia, Ang—."

:'~gkatan Bersenjasta Republik Indonesiz terus meperds menyempuzr -
nakan diri disegala bidang. Ancgkatan Bersenjata Republik~— .
"indonesia yang lahir dan dibssarkan dalam ~kancah revolusi-

~belajar dari pengalaman revolusi itu sendiri untuk menunaieﬁf
'kan .tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam rangka peningkza.

tan revolusi Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indone

sia yang terdiri darl Angkatan Uarat, Angkatan Laut, Anoké%

-an lidara dan Angkatan Kepolisian Republlk Indonesia, menga—

dakan integrasi guna menjadi kekuatan progresif revolusio— =
MNET. .
Angkatan Kepclisian Republik Indonesia {semenjask ja~—
d; angkatan), bersama dengan Angkatan  lainnyes dan dengan
bantuan Anckatan lainnya, tidak henti- nentinys meneruskan. .

usaha integrasi tadi, jugz dalam bidang Hukum Militer umum— -

nya dan bidang Peradilan Militer khususnya.

Sejak diundangkannya Penetapan Presiden Republik In-
donesiz No.3 tahun 1965, Angkatan Kepoclisian Republik Indo-—
nesia telah mempersizpkan diri untuk dalam waktu siﬂgkat»QQ
pat mulal menyelenggarakan sendiri Peradilan filiter dalam
lingkungannya. Para tenaga 2hli dari kalangan Angkatan HKe—
po1lslaﬂ Republik Indcnesiz sendiri segera memahirkan diri
dalam bidang Hukum Wlllfer, juga dalam segi-segi pelaksana-
annya. Pada saat inil tahap persiapan dalam pengayunan Hu -

kwum Militer UnLUK HNORatdan ReEpLGrlsldgil ﬁepumglv Trivoreste mw
lah selesai. Angkatan Kepolisian Republik Indonesis sampai
pada taraf yang tertentu sudah dipandang mampu untuk menye-—
lesaikan perscalan hukum dan disiplin militer -vyang timbul
dikalangannya sendiri. Maka sudah tibalah waktunys uniuk
menyerahkan peradilan dalam tingkat pertama bagl Tamtama,
Bintara dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik 1Indonesia
nada Badan-Badan Peradilan dilingkungan Angkatan Kepolisian




jsendlrl; tanpa mengurangl ma&sue utama untuk “pade saathya
;yanﬁ:tcp:t_neuugudkan bentuk Peracdilan Nllmaar- yang - lebih
-_{konsekuen memenuhl tuntuban lnuegraSL Hn__aban Bers&njata.

: Dlpercayakannya perkara perkara Ualam h;ngkau ban
;dlng pada suatu Angka»an 1a1n, adalah suapu ketentuan: 5eme
ﬂuarq, karena Badan Peradilan. AnoKatan KepcllSlanj=ﬂebqbli
Indonesia yang’ “baru dlclptaka maSLh dlanagap cperlu untu
menoummulkan,penoalaman dalam; karya pengayunan Hukum: - Mili-
ter, dengan’ berpegang pada. semDoyan bahwa kecmpa»' Angkata
_,fBersenjata Republik Indonesiadugduk sama. rendah dan berdiri.
- osama tinggi; smlama masa Derallhan dan masa . untuk menambah
~pengalaman itu untuk: pemeriksaan perkara-perkara dalam ting.
kat bandlng, Anmkauan ‘Kepolisian® Republlk ~indongsia. Der3u
o Sdipantu ‘oleh salah satu angkatan lain.  Dalam pada ltu Ang-
“”j;kataﬂ hepal;slan Hepubllk Indonesia.yang sadar = akan “tange

Lgunge Jauabnya terhadap revolusi, selalu meningkatkan kecakza .

F;pan dam kemahlrannya, juoga Galam bidang hukum dan dlSlDlln.-ﬂg

SR Apablla ia - sudah mencapai taral dan pemgalaman yangﬂ”
1ﬁdlsycratkan, maka ‘seluruh Paradllan bagi . Tamtama, Blntaraf“”
‘dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia akan di= 0
v ilaksanakan Dleh dan dengan tenaga-tenaga dari kalangan sen— "
colidirdiye untuk’ dlkeluarnaﬂ Surat ﬁaﬁutusan clen Menteri hoord;ﬁp"
Comator Kompartemen Pertahanan Keamanan/Kepa?a Staf Ang%ataﬂﬂf
-?Barsenjaua. g ; £ j o

S Dengan terselenggaranya salah satu fungs; yang penw *.

.ztlng bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh Angka '™
i tan Kepolisian Republik Indonesia sendiri, tercapailan kon=— "
..disi yang lebih mendekatkan Angkatan 8ersen3ata Republik Iﬁ;q
‘donesia pada teruujudnya cilta-cita 1nteg*asl cgalam Denbuk,:

- yang lebih sempurna. : s
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Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas,
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'fﬁﬁfiéleugFﬁSfffArméﬁ Fofbéé-f~

~conflict. =~ -
2. Members of the armed forces of a Party toc a2 conflict

'(cuher than medical personnel and chaplains covered by Arti

' ZaLl arganlzed armed forces, groups gnd units .which are Mn=
“ der 8. commanm responszble to tnau-ﬁaruy is ‘Tepresented by a-ilf

"vgfoodernﬁent or an authcrlty not recoonlzeu by an adverse Par

ce with the rules of internatlonal law applicable in armed

cle 33 of. the Third CDﬂUDHtWGn) are combatants, that is to -

fil._ . The armad forcas of ‘2 Party to s conflict comsist of = -

“fty,,_ Such. armed forces shall. be subject to an internal d?s; i;'

:* QcinLhary_sys;gm vhich, inter. al:).ai shall enforce- compllan-fﬁfE 

_say, they haue EREFIGREEE paErTIcipate - dirertly-in nostili

ties,
-3, Uhen ever & Party to a conflict incorporates z para-
military or armed law enforcement agency in to its armed

forces it shall sc notify the other Parties to the conflict.
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